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BAB I 

PENOAHULUAJ\ 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pengaruh gejolak moneter yang tetjadi di Indonesia telah 

menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional 

terutama kemampuan dunia usaha dalarn mengembangkan dunia usahanya 

dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Dalam 

dunia usaha tentunya tidak selalu betjalan dengan kondisi yang 

menguntungkan dimana perusahaan berkembang dengan pesat hingga 

menjadi perusahaan raksasa. Ada juga keadcian dimana perusahaan benar-

benar mengalami kerugian hingga tingkat dimana perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya kepada kreditur, akhirnya 

perusahaan tersebut terpaksa gulung tikar. Bagi suatu perusahaan hutang 

bukanlah suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat 

membayar kembali atau dikatakan perusahaan yang solvabe/1 
. Sebaliknya 

perusahaan yang tidak mampu membayar hutangnya kembali disebut 

insolvabel. Jika keadaan perusahaan tersebut semakin menurun ada 

kemungkinan perusahaan sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, 

yang akhirnya dinyatakan pai lit atau bangkrut. Untuk mencegah timbulnya 

ketidakadilan dalam pembayaran hutang dari debitur kepada kreditur maka 

1 Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di 
Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.2. 

1 
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diperlukan suatu hukum yaitu hukum kepailitan. Hukum diperlukan dalam 

suasana damai ataupun suasana kacau karena hukum merupakan pedoman 

apa yang boleh dilakukan untuk melindungi hak dan kewajiban yang 

diberi kan hukum serta melarang apa yang tidak dibolehkan oleh hukum2 
. 

Hukum tentang Kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi yang 

kemudian diadopsi ke negeri Inggris dengan diundangkannya '·Act Against 

Such Persons As Do Make Bankrupt"3 
. Undang-undang ini menempatkan 

kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang ngemplang untuk 

membayar hutang dengan menyembunyikan aset-asetnya. Pada abad 

pertengahan di Eropa ada beberapa praktek kebangkrutan dengan 

menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang 

melarikan diri membawa harta kreditur. Peraturan-peraturan hukum pailit di 

Inggris lebih cenderung mengatur tentang larangan pengalihan properti tidak 

dengan itikad baik, fraudulent conveyance statute atau sering disebut actio 

pau/wna-1. 

Di Amerika Serikat, hukum pailit dimulai dengan perdebatan 

konstitusional yang menghendaki kongres memi liki kekuasaan untuk 

membentuk suatu aturan yang uni fo rm tentang kebangkrutan. Undang-

2 /bid. h.2. 

3 Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 (reori dan Praktek) , Citra Aditya Baldi, 
Bandung. 1998, h.4. 

4Jbid, h.5 
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undang pertama tentang kcbangkrutan diundangkan tahun 1800 yang isinya 

sebagian besar sama dengan undang-undang kebangkrutan di lnggris5
. 

Di Indonesia sendiri secara fonnal hukum kepailitan sudah ada sejak 

zaman penjajahan Belanda yaitu Undang-undang Khusus tahun 1905 dengan 

diberlakukannya S. I905 - 217 juncto S. I906 - 348. Peraturan kepailitan 

tersebut dalam prakteknya hampir tidak dipakai, sangat sedikit kasus-kasus 

yang ada saat itu mencoba memakai peraturan tersebut. Peraturan Kepa ilitan 

tersebut kemudian diubah dengan PERPU No. I Tahun 1998 yang dengan 

persetujuan DPR kemudian menjadi UU No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer I Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang­

Undang (TLN No. 3778). Undang-undang Kepa ilitan No. 4 Tahun 1998 tidak 

menggantikan peraturan kepail itan yang lama, Faillissement Verordening 

melainkan hanya mengubah dan menambah saja, jadi secara yuridis rormal 

masih berlaku. Akan tetapi secara materiil undang-undang kepai litan yang 

baru telah menggantikan peraturan yang lama. 

Undang-undang Kepai litan Nomer 4 Tahun 1998 atau disebut dengan 

UUK memberikan penyempurnaan terhadap Undang-undang Kepailitan yang 

lama, pokok-pokok penyempumaan itu antara lain mengenail\ : 

5 Jbid. h.5. 

6 Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan , Mandar Maju, Bandung, 1999, 
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I. Syarat-syarat dan prosedur pennohonan pailit termasuk pemberian 

kerangka waktu yang pasti dalam pengambilan keputusan pemyataan 

pail it. 

2. Penambahan ketentuan tindakan sementara yang dapat diambil pihak­

pihak yang terkait. 

3. Peneguhan fungsi kurator serta penambahan syarat-syarat kegiatan 

dan kewajiban kurator disamping itu penyempumaan fungsi dari Balai 

Harta Peninggalan yang telah dikenal. 

4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan 

pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran. 

5. Penyempurnaan mengenaJ penundaan kewajiban pembayaran 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 pada 

Bab Kedua. 

6. Penyempurnaan dalam pembentukan peradilan khusus yang akan 

menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. 

Dengan adanya UUK memberikan jawaban bagi kebutuhan dunia 

ekonomi yang diharapkan dapat menopang perkembangan dunia 

perekonomian saat ini . UUK ini tidak seratus persen berpihak pada 

kepentingan kreditur walaupun secara rasional Undang-Undang Kepailitan 

tersebut jelas untuk melindungi kreditur tapi juga memberikan perlindungan 

hukum bagi debitur yang beritikad baik. Kreditur juga mempunyai 

kepentingan untuk membantu debitur yang beritikad baik. 
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Pokok penyempumaan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1998 yang 

terakhir adalah memberikan jalan penyelesaian melalui Peradilan Khusus 

yaitu Pengadilan Niaga, sebelum adanya Undang-Undang Kepai li tan yang 

baru, jalan penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Pengadilan 

Niaga ini merupakan sistem peradi lan bagi golongan rakyat yang bergerak 

dalam bidang perniagaan, perdagangan, perekonomian, keuangan, perbankan 

dan industri7 
. Pengadilan Niaga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama 

dan tidak ada tingkat kedua atau tingkat banding, hanya tersedia pemeriksaan 

kasasi , akan tetapi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dan 

dikarenakan Pengadi lan Niaga ini merupakan 'peradi lan khusus maka hakim­

hak im yang dibentuk dan si fat hukum acaranya bersifat khusus juga. 

Pokok-pokok penyempumaan Undang-Undang kepailitan di atas 

menunjukan bahwa Pengadilan Niaga merupakan sarana hukum bagi 

penyelesaian yang cepat, efektif, adil dan terbuka guna menyelesaikan utang­

piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan 

perekonomian nasional. Cara penyelesaian sengketa seperti itulah yang 

diinginkan dan dituntut dunia bisnis yaitu sistem penyelesaian efektif, 

sederhana, cepat dan biaya murah dimana peradilan harus memenuhi harapan 

dari para pencari keadi lan yang tidak menghendaki adanya pemeriksaan 

berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun bahkan 

kadang-kadang harus di lanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan serta 

7 Ibid, h.3. 
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biaya serendah mungkin yang dapat dipikul oleh rakyat banyak (vide pasa l 4 

ayat 2 j uncto penje lasan pasa l 4 ayat 2 UU No mer 14 Tahun 1970). Dala m 

arti penyelesaian sengketa tetap berada da lam jalur sistem yang forma l dan 

resmi dibenarkan hukum. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berpangkal dari uraian di atas, maka pokok masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi iru adalah : 

a. Bagaima na proses perkara kepailitan mela lui Pengadil an Niaga dan 

akibat-akibat hukum dari kepailitan ? 

b. Apakah proses penyelesaian sengketa kepailitan melal ui Pe ngadilan 

Niaga merupakan sistem peradilan yang efektif dan efisien ? 

1.3. PENJELASAN JUDUL 

Skripsi yang berjudul "Aspek Hukum Pe nyelesaian Sengketa 

Kepailitan di Pengadilan Niaga menurut Undang-Undang Nomer 4 Tahun 

1998" , ini. dapat diberikan penje lasan sebagai berikut : 

Aspek hukum penyelesaian dapat dikatakan sebagai suatu sudut 

pandang dari segi hukum dalam menye lesaikan suatu masalah dengan jalan 

litigasi atau melalui proses peradilan. 

Sengketa Kepailitan merupakan suatu masalah dalam bidang 

perruagaan dimana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 

membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, 
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dinyatakan pai lit oleh pengadilan yang berwenang baik atas pennohonan 

sendi ri maupun atas pennintaan scseorang atau lebih kredi t urnya~ . Sebclum 

dibentuk Undang-Undang Kepai ll tan yang baru, definisi kepailitan tidak 

ditem ukan sehingga para sarjana mernberikan pengertian yang berbeda-beda 

tergantung dari segi mana ditinjau, namun pada asasnya mempunyai tujuan 

yang sama. 

Kepailitan menurut R. Soekardono adalah penyitaan umum atas 

kekayaan si pai li t bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta 

Peninggalanlah yang ditugaskan dalam pemeliharaan serta pemberesan budel 

dari orang yang pail it9 . 

Kepail itan menurut Si ti Soemarti Hartono adalah suatu lembaga 

da1am Hukum Perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam 

Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal I 13 1 dan 11 32 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 10 
. Selanjutnya menurut Kartono, 

kepail itan ada lah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debi tur 

untuk kepentingan seluruh kreditumya bersama-bersama, yang pada waktu si 

debi tur dinyatakan pail it mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang 

masing-masing kreditur miliki pada saat itu 11 
. 

s Undang-Undang Kepailitan Nomer 4 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1. 

9 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia , Kapita Selekta Rajawali, 
Jakarta, 1982. 

10 Slti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan 
Pembayaran, Seksi Hukum Dagang FH. UGM, Yogyakarta, 1981. 

11 Kartono, Kepai/itan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1985. 
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Kemudian kepailitan menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono 

Sastropranoto adalah suatu beslah exekutorial yang dianggap sebagai hak 

kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur12 
. 

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dengan hakim-hakim 

khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang 

pemiagaan tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan. 

Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas 

peradilan umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tantang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

1.4. ALASAN PEM lLIHAN JUDUL 

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang telah 

diperbaharui dalam khazanah penyelesaian hutang piutang melalui 

Pengadilan Niaga, maka perlu dipelajari sampai sejauh mana keefektifan dan 

keetisiensian dari Pengadilan Niaga yang sebelumnya merupakan wewenang 

dari Pengadilan Negeri . Disamping itu untuk lebih mengetahui tata cara 

permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan pailitnya suatu 

debitur ditempuh dengan suatu time frame yang singkat. Dari proses 

permohonan pailit kita akan mengetahui dengan jelas mengenai tindakan 

yuridis setelah putusan pail it dan akibat-akibat hukum dari kepailitan. 

12 Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, Op. Cit., h.20. 
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1.5. TUJUAN PENULISAN 

Penyusunan penulisan skripsi tm , mempunya1 tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

a. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini meliputi : 

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

2. Skripsi ini juga dimaksudkan untuk rnernberikan surnbangan 

pemikiran keilmuan hukum, sehingga diharapkan dapat rnembantu 

semua pihak yang sedang memperdalam kajian bidang hukum 

kepailitan. 

b. Tujuan khusus meliputi : 

1. Untuk rnengetahui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 

No 4 Tahun 1998 kepada Pengadilan Niaga dalam menangani 

masalah kepailitan. 

2. Untuk mengetahui proses permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga 

yang diharapkan rnampu rnenyelesaikan masalah kepailitan dengan 

waktu yang singkat dan biaya rnurah. 

1.6. METODOLOGI 

a. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan rnasalah yang digunakan dalarn penulisan 

skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Melalui rnetode 

pendekatan ini, untuk mencapai surnber rnasalah yang akan dijadikan 
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pokok-pokok pembahasan, didekati dari aspek hukumnya, khususnya 

Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang didalamnya 

mengatur ketentuan Pengadilan Niaga. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sumber bahan hukum 

primer, dengan penggunaan sumber bahan hukum sekunder. Sumber 

bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang berasal dari 

Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang (UU), 

Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Peraturan 

lain yang berhubungan dengan bidang hukum kepailitan. 

Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel, 

hasil-hasil seminar, laporan-laporan penelitian, kamus, jumal-jumal 

ilmiah, k.hususnya yang berhubungan dengan bidang hukum kepailitan. 

Disamping itu juga dilakukan pengamatan dan tinjauan langsung dengan 

teknik wawancara pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Balai Harta 

Peninggalan Surabaya. Sumber bahan hukum sekunder ini dipergunakan 

untuk mempertajam analisa dan pembahasan, serta diperkuat dengan 

sumber bahan hukum primer. 

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah 

terkumpul, kemudian diseleksi berdasarkan skala prioritas berhubungan 

dengan masalah yang ada. Kemudian sumber bahan hukum primer dan 

sekunder yang berkaitan dengan pennasalahan dan pembahasannya diolah 
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dan dianalisis yang selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuat 

dengan masing-mas ing kerangka pokok bahasan yang te lah disusun 

berdasarkan rumusan masalah yang ada. 

d. Analisa Bahan Hukum 

Semua sumber bahan hukum primer yang terkumpul dan telah 

diseleksi, dilakukan analisa dengan menggunakan metode Penalaran 

Deduksi dengan diperkuat sumber bahan hukum sekunder, guna 

memperoleh kebenaran pragmati s. Metode ini menggunakan cara berfikir 

dari konsep umum menuju konsep khusus yang dalam mengambil 

kesimpulannya melalui silogisme pertama dengan identifikasi aturan 

hukum sebagai premis mayor dan kedua'· dengan permasalahan yang 

merupakan pokok pembahasan sebagai premis minomya, sehingga 

diperoleh kesimpulan sementara. 

ldentifikasi aturan hukumnya adalah Undang-undang Kepai litan 

Nomer 4 Tahun 1998 sehingga diperoleh konstruksi hukum aspek-aspek 

penyelesaian sengketa kepailitan melalui pengadilan Niaga. Kesimpulan 

sementara yang diperoleh dari analisa sumber bahan hukum primer 

melalui metode deduksi, yang diperkuat dengan hasi l pengamatan dan 

tinjauan langsung di Pengadilan Niaga Surabaya dan Balai Harta 

Peninggalan Surabaya sebagai surnber bahan hukum sekunder, sehingga 

diperoleh kesimpulan yang memuaskan. 

1.7. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA 
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Skripsi ini terbagi dalam empat bab, yang masing-masing bab tcrdiri 

dari beberapa sub-bab. Diawali dengan Bab I tentang Pendahuluan , 

mengenai uraian latar belakang secara garis besarnya dan permasalahan­

permasalahan yang akan dibahas dalam masing-masing bab pembahasan. Bab 

I ini j uga menjelaskan mengenai judul dan alasan pemilihan judulnya serta 

tujuan dan metodologi penulisan yang merupakan cara berfikir dalam 

melakukan analisa dan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan. Terakhir 

dari Bab l adalah pertanggungjawaban sistematika kerangka penyusunan 

skripsi ini . 

Pada Bab II tentang Prosedur sengketa kepailitan di Pengadilan 

Niaga dan akibat-akibat hukum dari kepailitan. Dalam bab II ini , penulis 

berusaha memaparkan tata cara permohonan kepailitan dari pendaftaran 

permohonan sampai pada putusan pernyataan pailit, selain itu uraian 

mengenai tindakan yuridis setelah putusan serta beberapa akibat hukum dari 

kepailitan terhadap debitur, harta debitur serta pada pihak ketiga. 

Bab III mengenai Pengadilan Niaga merupakan sistem peradilan 

yang efektif dan efisien. Pada Bab Ill ini dijelaskan tentang keberadaan 

peradilan secara umum sebagai pressure valve dan the last resort serta kritik 

terhadap peradi lan di lndonesia. Disamping itu dijelaskan tentang jalan 

penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang dapat dijamin sebagai 

sistem peradilan yang efektif dan eftsien sehingga citra penegak hukum 

sebagai pembela kebenaran dan keadilan benar-benar terwt.:j ud. 
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Diakhiri Bab IV tentang Penutup akan dituangkan dalam bentuk 

kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil analisa dan pembahasan yang 

menjawab pennasalahan utama dari penulisan skripsi ini, termasuk saran 

kepada Pembentuk Undang-Undang serta Hakim Pengadilan Niaga agar 

benar-benar memberikan perlindungan hukum yang memadai baik kreditur 

maupun debitur yang beritikad baik serta memberikan penyelesaian 

kepailitan secara cepat, adil, terbuka dan efelctif. 



BAB II 

PROSEDUR SENGKETA KEPAILITAN 
Dl PENGADILAN NlAGA DAN AKIBAT-AKIBAT HUKUM 

DARI KEPAILITAN 

2.1. ORGANISASI PENGADILAN NIAGA 

Dalam UUK diatur mengenai Pengadilan Niaga yaitu pengadilan 

khusus yang memeriksa sengketa dalam bidang pemiagaan, perdagangan, 

perekonomian, keuangan, perbankan, dan industri dimana dalam 

perusahaannya sering mengalami masa pertumbuhan dan masa merosot 

bahkan menuju kebankrutan. Pembentukan pengadilan niaga bukan hanya . 
untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pemyataan pailit serta 

penundaan kewajiban pembayaran hutang, akan tetapi berwenang pula dalam 

memeriksa dan memutuskan perkara lai n di bidang pemiagaan yang 

penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (vide pasal 280 ayat 2 

UUK). 

Kedudukan pengadilan niaga pertama kali ada di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat dimana pada tahap awal dimungkinkan untuk menyusun urutan 

prioritas bagi penanganan masalah kepailitan atau penundaan kewajiban 

pembayaran hutang yang ditangani oleh pengadilan niaga tersebut, sesuai 

dengan aturan pasal 281 ayat 1 dan 2 UUK. Yang selanjutnya pembentukan 

pengadilan niaga di daerah-daerah dibentuk secara bertahap melalui 

Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber 

14 
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daya manusta. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nemer 14 Tahun 

1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Pengadilan Niaga terdiri dari Hakim, Pani tera, Panitera Penggant i dan 

J uru Sita. Hakim Pengadilan Niaga terbagi menjadi dua bagian yaitu Ll : 

I. Hakim Tetap 

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk 

menjadi Hakim Pengadilan Niaga. 

2. Hakim Ad Hoc 

Hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk 

Pengadilan Niaga tingkat pertama. 

Ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi 

seorang Hakim Pengadilan Niaga, diantaranya 14
: 

I. Mempunyai pengalaman 

Hakim tersebut haruslah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan 

peradi lan umum. 

2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan 

Hakim harus mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dalam 

bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan 

maga. 

3. Sikap yang baik 

13 Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 (Teori dan Praktek), Citra Aditya Baldi, 
Bandung, 1999, h.19. 

14 ibid, h.19. 
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Hakim tersebut harus berwibawa, JUJUr, adil dan berkelakuan tidak 

tercel a. 

4. Pelatihan Khusus 

Hakim tersebut telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus 

sebagai hakim pada pengadilan niaga. 

Disamping majelis pengadilan niaga Juga diatur mengenai alat 

perlengkapan kepailitan yang merupakan instrumen-instrumen atau institusi I 

lembaga-lembaga dimana tugasnya adalah mengurus harta pailit. Alat 

kelengkapan tersebut terdiri atas 15 
: 

1. Hakim Pengawas 

Disebut juga sebagai Hakim Komisari~ yang ditunjuk dari hakim 

pengadilan. Apabila terdapat keberatan terhadap ketetapan Hakim 

pengawas maka dapat naik banding dalam jangka waktu lima (5) hari . 

Tugas dari Hakim pengawas mengenai kepai litan adalah : 

a. mengawasi pemeliharaan dan penyelesaian (pemberesan) harta pai lit 

yang diselenggarakan kurator. 

b. memtmptn rapat verificatie (pencocokan hutang) termasuk 

menetapkun hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama 

serta menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat 

tersebut. 

1s Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 
1999, h.45. 
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c. menyerahkan tagihan-tagil;an yang tidak diakui kepada hakim supaya 

diberi keputusan. 

d. menyetujui atau tidak daflar pembagian yang akan dibicarakan lebih 

lanjut dan yang telah disusun kurator sebelum diumumkan. 

e. mernberikan penjelasan kepada pengadilan sebelum pengarnbilan 

ketetapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pai li t. 

f. menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanj ian yang masih 

berlangsung antara kreditur-kreditur dan debitur apabila antara pihak 

kreditur dan kurator tidak tercapai kata sepakat. 

g. memberikan putusan atau pem10honan kreditur atau pihak ketiga yang 

berkepentingan dimana haknya dita.ngguhkan guna mengangkat 

penangguhan apab ila kurator menolak permohonan pengangkatan 

penangguhan 

h. memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator 

menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas ptnJaman yang 

dilakukan kurator dari pihak ketiga tersebut. 

1. memberikan izin kepada pihak kurator bila ingin menghadap di muka 

pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu. 

J. menerima laporan dari pihak kurator tiap tiga bulan seka\i mengenai 

keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya serta memperpanjang 

jangka waktu laporan bila diperlukan. 

k. menawarkan kepada kreditur-kreditur untuk membentuk panitia 

kreditur setelah pencocokan hutang selesai dilakukan. 
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I. mengganti panitia kreditur sementara yang telah ditunjuk dalam 

putusan pemyataan pailit atas permintaan kreditur konkuren 

berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara simple majority. 

m. memberikan persetujuan untuk dilakukan penyegelan atas harta pailit 

oleh Panitera atau Panitera pengganti dengan alasan untuk 

mengamankan harta pailit. 

n. memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha 

debitur, meskipun telah diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 

o. memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta 

pail it guna menutup ongkos kepailitan dan apabila penahanannya akan 

mengakibatkan kerugian pada harga p~ilit, meskipun ada kasasi atau 

peninjauan kembali . 

Sedangkan wewenang atau kekuasaan dari Hakim Pengawas dalam 

masalah kepailitan adalah16
: 

a. memperoleh keterangan dalam segala hal yang mengenai kepailitan. 

b. mendengar keterangan saksi-saksi. 

c. memerintahkan penyelidikan-penyelidikan oleh ahli-ahli . 

d. menerima rencana perdamaian yang telah disediakan di kepaniteraan 

untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan biaya. 

e. menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditur yang 

tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara. 

16 Munlr Fuady, Op. Cit, h.38. 
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f. menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang 

telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. 

g. memberitahukan penolakan rencana perdamaian kepada Pengadilan. 

2. Kurator 

Tidak sembarang orang dapat menjadi pihak kurator, karena itu 

persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator diatur secara 

relati f ketat dalam UUK. Menurut UUK yang dapat bertindak menjadi 

kurator adalah : 

a. Balai Harta Peninggalan (BHP) 

b. Kurator lainnya 

Kurator yang bukan BHP yaitu mereki yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

o Perseorangan atau persekutuan perdata yang be rdomisili di 

Indonesia. 

o memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus 

dan membereskan harta pailit. 

o telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. 

o Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan 

pihak debitur dan kreditur. 

Kurator mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang relatif 

berat diantaranya adalah : 
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o Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan atau 

pemberesan harta pail it di bawah pengawasan Hakim Pengawas.(Pasal 

67 (1) UUK) 

o mengumumkan beberapa hal mengenai ikhtisar putusan pernyataan 

pailit, identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara 

kreditur jika telah ditunjuk dan hakim pengawas, tempat dan waktu 

penyelenggaraan rapat pertama kreditur.(Pasal 13( 4) UUK) 

o bertindak sebagai wakil kreditur-kreditur, sebagai penggugat atau 

tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan hana 

pail it dengan izin Hakim pengawas (Pasal 24( I) UVK) serta 

mengambil alih perkara yang sedang ' berjalan.(Pasal 26( 1) dan 27 

VUK) 

o melanjutkan pelelangan atas beban harta pailit dengan kuasa dari 

Hakim pengawas bila telah ditetapkan hari pelelangannya.(Pasal 34 

VUK) 

o melakukan perjanjian timbal balik.(Pasal 36 VUK) 

o dapat menghentikan ikatan sewa menyewa.(Pasal 38 UUK) 

o dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. (Pasal 39 VUK) 

o dapat menerima ataupun menolak warisan dengan kuasa dari Hakim 

pengawas tetapi jika diterima harus dilakukan pendaftaran mengenai 

warisan tersebut.(Pasal40( 1) dan (2) VUK) 
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o melakukan tuntutan berdasarkan pranata hu,kum actio paul iana (Pasal 

41 juncto Pasal 48( I) UUK) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 

46 j uncto Pasal 48( I) UUK) 

o menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga 

untuk mengangkat penang!,ruhan atau mengubah syarat-syarat 

penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai , hak 

agunan lainnya (Pasal 56(5) UUK) 

o kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur sepatis setelah dua 

bulan insolvensi (Pasal 57(2) UUK) atau menjualnya dalam masa stay 

(Pasal 56(3) UUK) ataupun membebaskan barang agunan (Pasal 57(3) 

UUK) 

o dapat melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak ketiga dengan 

syarat pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan untuk 

meningkatkan harta pailit.(Pasal 67(2) UUK) 

o berwenang membebani harta pai lit dengan hak tanggungan, gadai dan 

hak agunan lainnya terhadap pengambi lan pinjaman dari pihak ketiga 

atas persetujuan Hakim pengawas.(Pasal 67(3) UUK) 

o bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam 

melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan yang 

menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.(Pasal 67C UUK) 

o berhak atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam putusan 

pemyataan pailit oleh Hakim yang berlandaskan pada pedoman yang 

ditetapkan Menteri Kehakiman.(Pasal 69 juncto Pasal 67D UUK) 
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o kurator yang ditunjuk unt uk tugas khusus berdasarkan putusan 

pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas 

tugasnya.(Pasal 70A(3) UUK) 

o berkewajiban menyampaik:an Japoran tiga bulanan kepada Hakim 

pengawas mengenat keadaan harta pailit dan pelaksanaan 

tugasnya.(Pasal 708 UUK) 

o membuat uraian mengenai harta pailit.(Pasal 91 UUK) 

o melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun putusan 

pemyataan pailit telah diajukan k:asasi atau peninjauan kembali 

dengan persetujuan Hakim pengawas I panitia kredi tur.(Pasal 95(1) 

UUK) 

o berwenang mengalihkan harta pai lit sebelum verifikasi atas 

persetujuan Hakim pengawas.(Pasal 98 UUK) 

o menyimpan barang-barang berharga milik debitur pai lit dengan cara 

yang dianggap paling aman.(Pasal 99( 1) UUK) 

o mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang.(Pasal I 07 j uncto 

Pasal 108 UUK) 

o berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan.(Pasal 

170( 1) UUK) 

o melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses 

pemberesan.(Pasal 187 UUK) 
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Dalam melakukan tindakan-tindakan di atas pihak k'1nator harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut 17
: 

o Apakah kurator berwenang untuk melakukan hal tersebut. 

o Apakah merupakan saat yang tepat terutama secara ekonomi dan 

bisnis untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. 

o Apakah terhadap tindakan terse but diperlukan 

izin/persetujuan!keikutsertaan terlebih dahulu dari pihak-pihak 

tertentu seperti dari pihak Hakim pengawas, Pengadilan niaga, panitia 

kreditur, debitur dan sebagainya. 

o Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, 

seperti harus dalam rapat dengan kor~ tertentu, harus dalam sidang 

yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim pengawas dan sebagainya. 

o Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, 

dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya 

menjual aset tertentu apakah melalui pengadilan, lelang, bawah 

tangan, dan sebagainya. 

Jika terdapat keberatan terhadap tindakan-tindakan kurator maka dapat 

melakukan perlawanan kepada Hakim pengawas sesuai dengan pasal 68 

ayat 1 UUK. 

Dalam uraian di atas juga disebutkan tentang kurator sementara (interm 

receiver) dimana tugasnya sebagai supervisor yaitu melakukan 

pengawasan terhadap debitur, khususnya pengawasan terhadap18
: 

17 Ibid, h.44. 
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o Pengelolaan usaha debitur 

o Pembayaran kepada kreditur 

o Pengalihan harta debitur 

o Penjaminan harta debitur 

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan yang dilakukan oleh debitur, sebab sebelum putusan 

pemyataan pailit dijatuhkan, debitur belum pailit sehingga debitur masih 

berwenang untuk mengurus harta-hartanya. 

Kurator sementara ditunjuk oleh setiap kreditur atau jaksa dalam hal 

kepailitan untuk kepentingan umum sebelum putusan pemyataan pailit 

dijatuhkan. 

3. Panitia Kreditur 

Adalah pihak yang mewakili pihak kreditur guna memperjuangkan 

segala kepentingan hukum dari pihak kreditur. 

Ada dua (2) macam panitia kreditur yang diatur dalam UUK yaitu 19
: 

o Panitia Kreditur Sementara 

Ditunjuk dalam putusan pemyataan pailit. 

o Panitia Kreditur Tetap 

Dibentuk oleh Hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak 

diangkat panitia kreditur sementara, diatur dalam pasal 72(2) hurufb. 

1a Ibid. h.62. 

19 Ibid. h.40. 
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Diangkat setelah pencocokan piutang atas tawaran Hakim p~ngawas 

(Pasal 72( I)). 

Selanjutnya mengenai hubungan kerja antara Hakim Pengawas, Kurator dan 

Panitia Kreditur tergambar seperti dalam diagram di bawah ini20 : 

• Hakim Pengawas 
Pasal 76 

~-----------------------------

Pasal 75 & Pasal 76 

* Kurator minta putusan 
Hakim Pengawas 

* Kurator melakukan 
Penangguhan 3 hari 

• K U RAT 0 R ---------------------------------7 Panitia Kreditur 
* Kurator wajib minta nasihat 

dim hal-hal tertentu (P-fisal 75) 
* Tetapi kurator tidak terikat 

dengan nasihat panitia (Pasal 76) 

Pasal 73 
-------------------------------------------------------------

* Panitia dapat minta diperlihatkan 
dokumen dari kurator 

* Kurator wajib memenuhi 

2.2. PROSES PERMOHONAN PAILlT 

Seorang pengusaha baik itu perseorangan, ataupun dalam bentuk 

perusahaan seringkali menghadapi kenyataan bahwa tuntutan hutang-hutang 

yang diajukan kepadanya tidak terpenuhi secukupnya. Konsekuensi demikian 

tidak terlepas kaitannya dengan kredibilitas seseorang dalam menjalankan 

2o Ibid, h.56. 
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usahanya yang senantiasa. dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat 

menggoncangkan perekonomian. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah : 

I. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang sifatnya labil. 

2. Ke lesuan ekonomi yang dihubungkan dengan rendahnya daya beli 

masyarakat. 

3. Keadaan pasar. 

4 . Tingkat efisiensi yang rendah. 

5. Sistem usaha yang bersifat kekeluargaan. 

Selain faktor tersebut diatas dapat pula terjadi karena adanya faktor 

kesengajaan yaitu pail it, sesuai dengan pasal I ( I) UUK menyatakan bahwa 

' 

debitur yang mempunyai dua (2) atau lebih kreditur dan tidak membayar 

sedikitnya satu hutang yang te lah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan 

pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas pennohonan 

sendiri atau atas pennintaan seorang atau lebih krediturnya. Dari pernyataan 

diatas dapat di simpulkan bahwa seseorang atau suatu perusahaan dinyatakan 

pailit, apabila memenuhi beberapa syarat yaitu
21 

: 

I. adanya hutang 

2. minimal satu ( I) dari hutang sudah jatuh tempo 

3. minimal satu ( I) dari hutang dapat ditagih 

4. adanya debitur 

5. adanya kreditur lebih dari satu 

21 Ibid, h.8. 
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6. Pemyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus ya itu Pengadilan 

Niaga 

7. Apabi la syarat-syarat terpenuhi, hakim "menyatakan pailit" bukan "dapat 

menyatakan pailit", ini berarti hakim tidak diberikan ruang untuk 

memberikan judgement yang luas dan debitur dalam keadaan insolventie. 

2.2.1. Subyek Pemohon Pailit 

Penentuan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan 

kepai litan merupakan hal yang sangat penting untuk adanya kepastian 

hukum yang diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan hak artinya 

orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu 

. 
kemudian mohon putusan pai li t. Pihak pemohon pailit adalah pihak 

yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke 

pangadilan yang dalam perkara biasa disebut penggugat. Ada 

beberapa pihak yang menjadi pemohon pemyataan pail it yaitu : 

a. Kreditur 

Permohonan kepailitan ini harus diajukan oleh dua (2) kreditur 

dimana debitur tidak membayar sedikitnya satu (1) hutang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila kreditur hanya satu maka 

pengadilan yang ber.venang adalah Pengadilan Negeri bukan 

Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan perdata dengan 

alasan cidera janji atau wanprestasi22
. 

22 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, h.21 . 
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Adapun kelangkapan-kelengkapan dokumen yang harus diserahkan 

kreditur kepada Pengadilan Niaga adalah23 : 

o Surat permohonan bennaterai yang dituj ukan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga yang bersangkutan; 

o Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara; 

o Surat Kuasa Khusus; 

o Akta pendaftaran perusahaan yang di]egalisir (dicap) oleh 

Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum 

permohonan didaftarkan; 

o Surat Perjanjian Hutang; 

0 

o Perincian hutang yang tidak dibayar; 

o Nama serta alamat masing-masing debitur; 

o Tanda kenai diri debitur; 

o Nama serta alamat mitra usaha. 

b. Debitur 

Permohonan ini diajukan oleh debitur bilamana ia tidak 

mempunya1 harapan untuk dapat memenuhi kewajibannya. 

Pennohonan kepailitan atas pennintaan debitur jarang sekali terjadi 

sebab seperti diketahui akibat dari kepailitan adalah membawa 

aspek tercemar nama baiknya di masyarakat. 

Pennohonan dari debitur ada beberapa bagian yaitu : 

23 Munir Fuady, Op. Cit. h.17. 
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o Debitur (Perorangan) 

o Debitur (Perkongsian atau Partner) 

o Debitur (Yayasan atau Asosiasi) 

o Debitur (Perseroan Terbatas) 

Debitur perorangan, yang dimaksud dengan orang disini adalah 

orang yang cakap hukum dan wanita yang telah bersuami sesuai 

dengan aturan pasal 3 UU 4 tahun 1998. Dalam pasal 3 UUK 

dijelaskan bahwa debitur yang menikah permohonan hanya dapat 

diajukan atas persetujuan suam i atau istrinya, hal ini diperlukan 

karena menyangkut harta bersama atau terdapat percampuran harta 

apabila tidak maka ketentuan ini tidak berlaku. 

Debitur dalam bentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, 

Koperasi serta Yayasan yang tidak dapat melakukan perbuatan­

perbuatan hukum sendiri maka badan hukum ini harus bertindak 

dengan perantaraan orang-orang biasa akan tetapi orang yang 

bertindak tersebut tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk 

dan atas nama badan hukum. Dikarenakan hal itu maka yang 

dijatuhi putusan lcepailitan adalah perseroannya bukan perseronya 

sepanjang direksi atau pegawai lainnya bertindak atas nama badan 

hukum. 

Apabila debiturnya adalah Perseroan Firma dan CV maka sesuai 

dengan pasal 4 ayat 7 UUK diatur bahwa putusan kepailitan 

terhadap firma merupakan kepailitan dari para perseronya yang 
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. . 
masmg-rnasmg sepenuhnya terhadap 

persekutuan firmanya, hutang-hutang yang tidak dibayar oleh suatu 

fi m1a merupakan hutang-hutang dari perseronya. 

Dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh debitur kepada 

pengadilan untuk perrnohonan kepailitan berbeda-beda. J ika 

perrnohan dari debitur (perorangan)24 
: 

o Surat perrnohonan berrnaterai yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga yang bersangkutan; 

o Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara; 

o Surat Kuasa Khusus; 

o Surat Tanda Bukti Diri (KTP) 'dari suarni/istri yang masih 

berlaku; 

o Persetujuan istri/suami yang dilegalisir; 

o Daftar aset dan tanggungjawab; 

o Neraca pernbukuan terakhir (dalarn hal perorangan rnemiliki 

perusahaan). 

Jika perrnohonan dari debitur (perkongsian atau partneri 5
: 

o Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga yang bersangkutan; 

o lzin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara; 

o Surat Kuasa Khusus; 

24 Ibid, h.14. 

25 /b id, h.15. 
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o Akta pendaftaran pentsahaan yang dil egali sir (d icap) oleh 

Kantor Perdagangan paling lambat I (satu) minggu sebelum 

permohonan didaftarkan; 

o Persetujuan tertulis dari semua mitra usaha; 

o Neraca Keuangan terakhir; 

o Nama serta alarnat semua debitur dan kreditur/mitra usaha. 

Jika permohonan dari debitur (Yayasan atau Asosiasi/6
: 

o Surat perrnohonan bermaterai yang dituj ukan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga yang bersangkutan; 

o Izin pengacara yang telah dilegalisir/Kartu Pengacara; 

o Surat Kuasa Khusus; 

o Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang di legalisir (dicap) oleh 

Kantor Perdagangan paling lambat I (satu) minggu sebelum 

permohonan didaftarkan; 

o Putusan Dewan Pengunts yang memutuskan untuk mengajukan 

pemyataan pailit; 

o Anggaran dasar atau anggaran ntmah tangga; 

o Neraca keuangan terakhir; 

o Nama serta alamat semua dehitur dan kreditur. 

Sedangkan permohonan oleh debitur (Perseroan Terbatas/
7

: 

26 Ibid, h.l6. 

27 Ibid, h.l 6. 
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o Surat permohonan berrnaterai yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga yang bersangkutan; 

o Izin pengacara yang telah dilegahsir/Kartu Pengacara; 

o Surat Kuasa Khusus; 

o A"-1a pendaftaran perusahaan yang dilegali sir ( dicap) oleh 

Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum 

permohonan didaftarkan; 

o Putusan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir; 

o Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga; 

o Neraca Keuangan terakhir; 

.. 
o Nama dan alamat semua debitur dan kreditur. 

c. Kejaksaan untuk kepentingan wnum 

Pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan seorang 

debitur apabila dipenuhi syarat-syarat adanya keadaan berhenti 

membayar dan berdasarkan alasan kepentingan umum, misalnya 

debitur telah melarikan diri dengan tidak menyelesaikan hutang-

hutangnya atau debitur sedang berusaha menggelapkan harta 

bendanya dengan merugikan kreditur-kreditur ataupun debitur 

melakukan perbuatan curang. Kepentingan u.mum ini ada apabila 

tidak dapat lagi dikatakan ada kepentingan-kepentingan 

perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat Jebih umurn 

dan lebih serius yang memerlukan penanganan oleh suatu Jembaga 
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atau alat perl engkapan negara (Keputusan Hof Amsterdam 9 

November 1922, N.J. 1932, 17 1 ). 

Dokwnen-dokumen yang diperlukan untuk di serahkan pada 

pengadilan niaga oleh kejaksaan28 
: 

o Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga yang bersangkutan; 

o Surat Tugas/Surat Kuasa; 

o lzin pengacara yang telah dilegali sir/Kartu Pengacara; 

o Surat Kuasa Khusus; 

o Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh 

Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum 

permohonan didaftarkan; 

o Surat Peijanjian Hutang; 

o Perincian hutang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar; 

o Neraca keuangan terakhir; 

o Daftar aset dan tanggung jawab; 

o Nama serta alamat semua debitur dan kreditur. 

d. Bank Indonesia 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyartakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 7 Tahun 1992 tentang 

2s Ibid, h.17. 
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Perbankan. Apabila debitur merupakan ?ank maka pennohonan 

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia sesuai 

dengan pasal 1 ayat 3 UUK. Syarat-syarat kelengkapan dokumen 

yang diserahkan pada Pengadilan Niaga oleh Bank Indonesia sama 

dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kejaksaan 29
. 

e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 

Apabi la debitur yang merupakan perusahaan efek mal<a 

pennohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Yang dimaksud dengan 

perusahaan efek ada lah pihak yang melakukan kegiatan sebagai 

penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer 

investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal. Kelengkapan dokumen sama halnya dengan 

kelengkapan dokumen Kejaksaan dan Bank Indonesia. Hal ini 

diatur dalam pasa\ I ayat 4 juncto penjelasan pasal 1 ayat 4 UUK. 

2.2.2. Hukum Acara Pengadilan Niaga 

Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan 

tujuan memberikan pedoman daJam usaha mencari kebenaran dan 

keadi lan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukurn dalam 

hukurn mat~riil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu 

29 Ibid, h.17. 
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, hubungan yang mengabdi kepada hukum materiil30
. Hukum acara ini 

meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus 

menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila 

kepentingannya atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan 

sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia 

dituntut oleh orang lain. 

Hukum Acara yang dipergunakan dalam pengadilan negen 

dengan pengadilan niaga adalah sama yaitu Reglemen Indonesia yang 

diperbarui (HIR) dan Reglemen untuk daerah seberang (RBG) dan 

UUK. Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga pada 

' 
prinsipnya adalah hukum acara perdaia yang berlaku secara umum 

yaitu HIR atau RBG. Disini dikatakan pada prinsipnya karena 

terdapat perkecualian yang ditetapkan dengan UUK. Perkecualian-

perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum antara lain 

adalah31 
: 

a. Hanya pengadilan khusus yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga. 

b. Hakim Khusus yang merupakan hakim tetap ataupun hakim ad hoc. 

c. Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas maka mau 

tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simpel. 

d. Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan 

prosed ural. 

JO R. Soeroso , Praktik Hukum A c ara Perd ata, Sinor G rafika, Jakarta, 1994, h.l . 

31 Munlr Fuady, Op. Cit., h.20. 
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e. Tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung kasasi dan 

peninjauan kembali . 

f. Para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu, 

misalnya hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan 

permohonan pailitjika debitur pailitnya adalah bank. 

g. Adanya lembaga hakim pengawas dan kurator. 

h. Prinsip "presumsi mengetahui" (presumption of knowledge) dan 

"asas pembuktian terbalik" terhadap pengalihan harta debitur 

dalam hal-hal tertentu. 

1. Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan hutang tertentu . 
. 

J. Penggugat waj ib diwakili oleh I~wyer yang mempunyat tzm 

praktek. 

k. Acara perdata di muka pengadilan niaga berlaku dengan tulisan 

atau surat (schriftel[jke procedure), yang artinya pemeriksaan 

perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan akan tetapi kedua 

belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan 

kedudukannya dengan lisan 32
. 

I. Model Liberal-lndividualistis artinya Hakim pada pokoknya pasif, 

jadi hakim pada dasarnya hanya mengawasi supaya peraturan-

peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang diturut 

32 Martiman Prodjohamldjojo, Op. Cit., h.ll. 
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dengan ketat oleh kedua belah pihak dan menjaga agar alat-alat itu 

dipergunakan secara legal. 

Agar tujuan dari pembentukan Pengadilan Niaga ini tercapai maka 

perlu.adanya Prinsip-Prinsip Hukum, yaitu33 
: 

a. Prinsip Kesinambungan 

Oalam hal ini Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya 

persidangan secara berkesinambungan. 

b. Prinsip Persidangan yang baik 

Tersedianya prosedur peradilan maga yang cepat, efektif dan 

terekam dengan baik. 

c. Prinsip Putusan yang baik 

Dalam hal ini kepada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia 

putusan yang tertuhs dan dengan memuat pertimbangan­

pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang 

bersangkutan. 

d. Prinsip Kearsipan yang baik 

Untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan 

diterbitkan secara berkala. 

Suatu permohonan pemyataan pailit dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan pemiagaan diajukan pada pengadilan niaga melalui 

panitera yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan 

debitur (Pasal 2 ayat 1 UUK). Jika debitur telah meninggalkan 

33 Munir Fuady, Op. Cit., h.18. 
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\vilayah Republik Indonesia (RI) maka pengadilan yang, berwenang 

menetapkan putusan atas pennohonan pernyataan pailit adalah 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum 

terakhir debitur. Lain halnya debitur yang tidak bertempat kedudukan 

dalam \vilayah RJ tetapi menjalankan profesinya atau usahanya dalam 

\vilayah RI maka pengadi lan yang berwenang adalah pengadilan niaga 

yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum kantor debitur 

menjalankan profesi atau usahanya. Dalam permohonan pemyataan 

kepaihtan kadang kalanya timbul putusan oleh lebih dari satu 

pengadi lan niaga maka putusan permohonan pemyataan pailit yang 

berlaku adalah putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal. 

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan prosedur sidang 

permohonan pemyataan pailit34 
: 

A 
I 

8 ----- c 
2 3 

0 ----- E 
13 20 

F ----- G ----- H ----- I 
25 30 32 38 

X ---------- tingkat Pengadilan Negeri ---------- X 

I ----- J ----- K ----- L ----- M ----- N ----- 0 ----- P ----- Q 
38 39 46 53 55 58 68 70 98 

Y ---------------- tingkat kasasi ----------------- Y 

Q ----- R ----- S ----- T ---- U ----- V ----- W 
98 99 100 108 11 0 129 13 1 

Z -------- peninjauan kembali -------- Z 

34 Ibid. h.l2. 
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Ketcrangan : 

A. Permohonan pernyataan pail it dan pendaftarannya kepada 

pengadilan melalui panitera Pengadilan Niaga (PN); 

B. Panitera menyampaikan pennohonan persyaratan pailit kepada 

Ketua PN (I x 24 jam sejak pendaftaran); 

C. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang 

(2 x 24 jam sejak pendaftaran); 

D. Pemanggilan sidang (7 hari sebelum sidang pertama); 

E. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran); 

F. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari sejak 

didaftarkan); 

G. Putusan permohonan pailit (30 hari sejak pendaftaran); 

H. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (2 

x 24 jam setelah putusan); 

I. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi kepada panitera PN 

(8 hari sejak putusan); 

J. Panitera PN mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi 

( I x 24 jam sejak pendaftaran permohonan kasasi); 

K. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepad~ pihak 

panitera PN (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen 

kasasi); 

L. Panitera PN menyampaikan berkas kasasi kepada MA melalui 

panitera MA ( 14 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi); 



M. MA mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi 

(2 x 24 jam sejak pcrmohonan kasasi diterima MA); 
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N. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi (20 hari sejak pennohonan 

kasasi didaftarkan di PN); 

0 . Putusan kasasi (30 hari sejak pennohonan kasasi didaftarkan di 

PN); 

P. Penyampaian putusan kasasi kepada pihak berkepentingan (2 x 24 

jam sejak putusan kasasi); 

Q. Pengajuan PK dan pendaftarannya di kepaniteraan PN (30 hari 

sejak putusan berkekuatan tetap dengan alasan dalam pasal 286 

ayat 2b); 

R. Penyampaian permohonan PK oleh panitera PN kepada penitera 

MA: 

S. Penyampaian salinan permohonan MA berikut bukti pendukung 

oleh PN kepada pemohon PK; 

T. Pengaj uan jawaban terhadap permohonan PK oleh pemohon; 

U. Penyampaian jawaban termohon PK kepada panitera MA oleh 

panitera PN; 

Y. Pemeriksaan dan pemberian keputusan MA terhadap PK; 

W.Penyampaian salinan putusan PK oleh MA kepada para pihak 

Y. Tingkat Kasasi 

Apabila pemohon tidak puas atau keberatan atas putusan pada 

tingkat pertama maka pemohon tidak perlu melalui tingkat kedua 
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atau banding tapi langsung mengajukan pennohonan pemeriksaan 

kasasi sebagai tingkat terakhir. Yang menjadi a lasan diajukannya 

pennohonan kasasi sesuai dengan aturan pasal 30 UU 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung (MA) ada lah : 

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 

b. sa lah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 

c. !alai memenuill syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 

batalnya putusan yang bersangkutan. 

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa di dalam tingkat 

' 
kasasi tidak diperiksa tentang dud'uknya perkara atau faktanya 

tetapi tentang hukumnya sehingga terbukti tidaknya pe ri stiwa tidak 

akan diperiksa. Perrilaian mengenai hasil pembul-,.1.ian tidak dapat 

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan 

kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum baik 

meliputi bagian daripada putusan yang merugikan ataupun bagian 

yang menguntungkan pemohon kasasi. 

Z. Tingkat Peninjauan Kembali (PK) 

Terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan pemeriksaan 

Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). 

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan 

tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir Tergugat 
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(verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk 

mengajukan perlawananJ5 dengan kata lain PK ini disebut sebagai 

upaya luar biasa. Pennohonan PK tidak menangguhkan atau 

menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut 

selama belum diputus serta hanya dapat diajukan sekali saja. 

Permohonan PK ini dapat diajukan secara lisan maupun tertulis 

oleh para pihak sendiri kepada MA melalui Ketua PN yang 

memutuskan perkara dalam tingkat pertama. Hal-hal mengena• 

alasan diajukannya PK dan jangka waktu diajukannya PK diatur 

da lam pasal 286 - 289 UUK. 

Alasan-alasan diajukannya PK adalah : 

a. terdapat bukti tulisan baru yang penting, yang apabi la diketahui 

pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan 

yang berbeda atau; 

b. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam 

penerapan hukum, pengertian tentang kesalahan berat tidak 

diberikan penjelasan oleh karena itu diserahkan kepada 

kebijaksanaan hakim. 

2.3. TINDAKAN YURIDIS SETELAH PUTUSAN PAfLIT 

35 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perda ta Indonesia, Uberty, 
Yogyakarta, 1993. 
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Setelah jatuhnya putusan kepailitan dimana putusan tersebpt 

berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde) maka dilakukan tindakan-tindakan 

yuridis seperti verifikasi atau pencocokan hutang yang kemudian diajukan 

imbauan perdamaian atau accoord , jika ada kata sepakat maka dilakukan 

pengesahan perdamaian atau sering disebut dengan ratijikas1 dalam sidang 

homologasi kepada pengadi lan niaga, tetapi jika tidak mencapai kata sepakat 

maka pengadilan dapat menyatakan insolvensi dimana debitur dalam keadaan 

tidak mampu membayar hutang. Dari sini kemudian dilakukan pemberesan 

harta paiht tennasuk penyusunan daftar piutang dan pembagiannya. Setelah 

melalui proses itu semua maka kepailitan berakhir dan dapat dilakukan 

tindakan rehabilitasi. 

2.3.1. Verifikasi 

Arti dari verifikasi adalah pencocokan hutang piutang diantara 

pihak-pihak yang berkepentingan. Proses ini merupakan salah satu 

kegiatan yang penting dalam prosedur kepailitan, hal ini dikarenakan 

dengan pencocokan hutang piutang nantinya ditentukan pertimbangan 

dan urutan hak dari masing-masing kreditur. Verifikasi ini di lakukan 

dengan jalan mengadakan rapat yang di.pimpin oleh hakim pengawas 

dan berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan 

panitera (vide pasal 117 (3) UUK). Rapat verifikasi merupakan rapat 

yang dihadiri oleh kreditur-kreditur, kurator, panitera pencatat dan si 

pailit (tidak bisa diwakili) dibawah pimpinan hakim pengawas yang 

bertujuan memeriksa kebenaran tagihan-tagihan dan juga hak-hak 
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prioritas kreditur-kreditur. Adapun tugas dari hakim pepgawas 

sebagai pimpinan dalam rapat verifikasi adalah36 
: 

a. menentukan hari, tanggal , wak1:u dan tempat rapat kreditur pertama 

yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari 

terhitung sejak tanggal putusan pemyataan pai lit ditetapkan. 

b. Menyampaikan kepada kurator mengenai rencana penyelenggaraan 

rapat kreditur paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan 

pemyataan pail it ditetapkan. 

Sedangkan kewajiban dari kurator dalam proses verifikasi adalah37 
: 

a. Berkewaj iban memberitahukan kepada kreditur atau para 

berpiutang yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat (iklan 

dalam surat kabar) atau melalui kurir serta menyebutkan soal yang 

akan dibicarakan dalam rapat: 

b. Berkewajiban melakukan penguJian kebenaran piutang dengan 

membuat daftar piutang dan mencatat piutang dalam daftar 

tersebut. Daftar piutang tersebut terdiri dari : 

o Oaftar piutang yang diakui ; 

o Daftar piutang yang dibantah; 

o Daftar piutang untuk sementara diakui; 

o Daftar pro memori (bunga yang timbul setelah pailit terhadap 

kreditur separatis); 

36 Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit. h.63. 

37 Munlr Fuady, Op.Cit, h.l42. 



45 

c. Dalarn rapat verifikas1 kurator berwenapg untuk menarik kembali 

baik pengakuan sementara atau pembatalan yang telah 

di lakukannya; 

d. Kurator dapat menuntut kreditur atau kuasanya agar menguatkan 

dengan surnpah piutang yang tidak dibantah. 

Segala rapat kredi tur ditetapkan berdasarkan suara setuju 

sebesar lebih dari 'h (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan oleh 

para kreditur dan atau kuasa para kreditur yang hadir dalam rapat. 

Hak suara ini dirni liki oleh para berpiutang yang diakui dan diterirna 

dengan syarat, begitu pula si pembawa suatu piutang - bawa yang 

. 
telah dicocokkan. Pemecahan piutang yang di lakukan setelah 

pernyataan pail it ditetapkan tidak mempunyai hak suara. 

Prosedur dari verifikasi atau pencocokkan hutang piutang dapat 

digambarkan sebagai berikue 8 
: 

14 hari 
A ----- B 

7 hari 
Z ----- C ----- X 

1-------------------1 . . 

2 hari 8 hari 
Y ----- D ----- E ----- F 

Tidak ada !-----------------------------! 
Batasan waktu 14 hari 

Keterangan : 

A Putusan pemyataan pail it mempunyai kekuatan tetap 

B. Hakim pengawas menetapkan : 

3838 Munir Fuady, Op. Cit. h.140. 
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(i) batas akhir pengajuan tagihan 

(i i) waktu mengadakan pencocokan piutang 

Z. Kurator menyediakan di kantomya salinan daftar piutang 

C. Balas akhir pengajuan tagihan 

X.Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor kurator 

Y.Piutang yang terlambat diajukan yakni yang diajukan setelah Iewat 

batas akhjr pengajuan tagihan, rnasih dapat djterima dengan syarat : 

(i) selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat verifikasi 

(ii) dalam rapat verifikasi tidak ada yang keberatan 

D. Waktu mengadakan pencocokan piutang (dan perdamaian) 

' 
E. Bila perlu, dapat diadakan rapat ked~a 8 hari setelah rapat pertama 

ditunda 

F. Sidang pengadilan niaga yang dikenal dengan "Prosedur Renvoi" 

tanpa perlu lagi surat pemanggilan. Sidang iru dilakukan jika tidak 

terdapat kata sepakat tentang piutang yang dibantah untuk 

mencapai suatu kepastian atau jawaban tentang piutang yang 

menjadi sengketa tersebut. Dalam prosedur renvoi para pihak baik 

kreditur maupun debitur harus diwakili oleh pengacaranya, apabila 

debitur tidak hadjr maka perkara dilanjl!tkan berdasarkan berkas 

yang ada tetapi jika kreditur yang meminta pencocokka piutang 

tidak hadir dalam sidang maka harus dianggap permintaannya 

ditarik kembali . Perkara dalam prosedur renvoi berlangsung secara 

singkat. 
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2.3.2. Perdamaian 

Dalam bahasa belanda disebut accoord yang arti nya kata 

sepakat atau persetujuan antara pihak yang bert1kai yaitu antara p1hak 

debitur dengan para kreditur-kreditumya terhadap rencana 

perdamaian yang diusulkan oleh debitur. Persetujuan ini menerbitkan 

kewajiban bagi si pailit untuk memenuhi dan menepati perdamaian 

dengan melunasi tagihan-tagihan itu sampai prosentasi, misalnya 

dengan cara melunasi bunga Iebih dulu kemudian utang pokok 

dibayar secara angsuran atau sekaligus sesuai dengan perjanjian 

perdamaian tersebut. Perdamaian ini' tidak hanya menguntungkan 

pihak kreditur saja tapi juga pihak debitur antara lain; debitur tidak 

perlu membayar bagian-bagian yang lain dar1 tagihan-tagihan itu dan 

harta kekayaannya tidak perlu dilelang, selain itu debitur masih tetap 

dapat menjalankan perusahaannya. Sedangkan keuntungan bagi 

kreditur sendiri adalah pembayaran kebanyakan lebih tinggi dari pada 

pembayaran yang diharapkan pada likuidasi harta kekayaan tersebut. 

Perdamaian dalam proses kepailitan memiliki sifat-sifat tertentu yang 

tidak dimiliki perdamaian secara umum, yaitu : 

a. Mengikat seluruh pihak39 

Perdamaian dalam proses kepailitan dilakukan dengan pengambilan 

putusan atau votting, jadi tidak ada persyaratan quorum untuk 

39 Ibid, h. 114. 
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sahnya rapat. Vetting tersebut lebih dari ~ (setengah) jumlah 

kreditur yang hadir dimana jumlah yang menyetujui tersebut 

mewakili paling sedikit 2/3 dari jwnlah piutang (yang diakui atau 

sementara diakui ) dari kreditur yang hadir. Jad i meskipun 

keputusan yang diambil oleh kreditur yang hadir hanya minoritas 

dari seluruh kreditur yang ada tetap mengikat seluruh kreditur yang 

ada yang tidak mengikuti rapat sungguhpun mungkin jumlahnya 

a tau j urn lah pi utangnya jauh lebih besar. 

b. Lebih formal 

Perdamaian tersebut dilakukan sesuai dengan aturan pasal UUK 

' 
yaitu dengan mengikuti tata cara da~ time frame yang ketat dimana 

terhadap keberatan atau penolakan pengesahan perdamaian oleh 

pengadilan niaga juga harus diajukan dengan prosedur yang ketat 

pula. Keputusan yang diambil dalam perdamaian sengketa 

kepailitan sifatnya resmi. 

c. Perlu pengesahan I Ratifikasi dalam sidang Homologasi 

Perdarnaian tersebut meskipun sudah disetujui oleh kreditur 

menurut prosedur yang berlaku tetapi masih memerlukan 

pengesahan (ratifikasi) oleh pengadilan niaga dalam suatu sidang 

yaitu homologasi . Homologasi ini dapat mengesahkan atau 

menolak sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 149 

(2) UUK yaitu : 
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o Harta pailit termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah 

yang dijanjikan dalam perdamaian; 

o Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin; 

o Perdamaian telah tercapai karen a penipuan, kol usi dengan 

scorang kreditur atau lebih atau menggunakan cara-cara lain 

yang tidak jujur tanpa melihat apakahh debitur pailit turut 

melakukannya atau tidak. 

d. Terhadap penolakan dalam homologasi dapat diajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung (MA) 

e. Tidak berlaku bagi kreditur separati ~ dan kreditur didahulukan 

Artinya keputusan yang dicapai dalam perdamaian pihak krcditur 

separatis dan kreditur yang diistimewakan tetap mendapat haknya 

secara utuh kecuali jika mereka sudah melepaskan haknya selaku 

kreditur separatis atau selaku kreditur yang diistimewakan. 

f. Tujuannya pembagian aset 

Maksudnya perdamaian ini bertujuan untuk menentukkan bagian 

masing-masing yang akan dibayar oleh debitur pai lit atau kurator 

dengan melakukan likuidasi saet atau tidak. 

g. Putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial 

Daya berlakunya keputusan perdamaian apabila karena alasan 

apapun tidak dipenuhi oleh pihak debitur pailit atau Kurator maka 

acara kepailitan dibuka kembali 
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P~osedur perdamaian dalam kepailitan harus mengikuti 

prosedur tertentu, karena penyimpangan terhadap prosedur tersebut 

dapat mengakibatkan perdamaian tidak mempunyai kekuatan hukum 

sehingga pengesahannya ditolak oleh Pengadi lan Niaga. 

Diagram Prosedur Perdamaian40 

14 hari I hari 3 minggu 8 hari max l bin 
A ----- 8 ----- C ---- X ----- Y D ----- Z ----- E 

'--------- ' . . 7 hari 
Tidak ada !--------------------------! 

Batasan waktu 14 hari 

Keterangan : 

'--------' . . 
8-14 hari 

A. Putusan pemyataan pail it berkekuatan tetap . 
B. Hakim pengawas menetapkan : 

(i) batas akhir pengajuan tagihan 

(ii ) waktu mengadakan pencocokan piutang 

C. Batas akhir pengajuan tagihan 

F ----- G ----- H 
Proses 

Kasasi 

D. Waktu mengadakan pencocokan piutang dan perdamaian 

X. Debitur pailit memasukkan rencana perdamaian 

Y Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor kurator 

Z. Rapat untuk mengambil keputusan rencana perdamaian 

E. Sidang pengadilan maga untuk mengesahkan perdamaian 

(homologasi) 

40 Ibid, h.124. 
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F. Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan pengadil an 

maga yang menerima atau menolak perdamaian dalam sidang 

homologasi 

G. Putusan pe ngesahan atau penolakan pengesahan perdamaian 

berkekuatan tetap 

H. Dalam hal putusan pengesahan perdamaian te lah berkekuatan pasti 

dan perdamaian belum selesai direali sir dalam waktu maksimum I 

bulan maka kurator mengarnbil alih tugas pelunasan pembayaran 

dengan memanfaatkan harta pailit yang tersedia. 

Apabi la te rcapai suatu perdamaian dalam sengketa kepailitan 

maka kedua belah pihak harus rnelaksanakan kewajibannya akan 

tetapi jika pihak debitur pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian 

tersebut dengan alasan apapun juga maka perdarnaian dibatalkan oleh 

Pengadilan Niaga atas permintaan salah satu kreditur, kemudian 

proses kepailitan dibuka kembali (vide pasal 160 ayat 1 UUK). 

2.3.3. Pemberesan Barta Pailit 

Penyebab dari timbulnya pemberesan harta pailit adalah 

adanya insolvensi, dimana debitur dalam keadaan tidak mampu 

membayar. lnsolvensi teijadi demi hukum apabila tidak teijadi 

perdamaian dan harta pailit berada daJam keadaan tidak mampu 

membayar seluruh hutang yang wajib dibayar. Insolvensi ini 

menimbulkan beberapa akibat hukum antara lain41 
: 

41 Ibid, h.137. 
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I . Harta paih t segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan 

tertentu (pe rtimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan 

eksekusi dan penundaan pembagian akan Jebih menguntungkan. 

2. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Sebab inso lvensi tidak 

terjadi perdarnaian dan aset debitur pailit j ustru lebih kecil dari 

kewaj ibannya. Kecuali apabi la sete lah insolvensi, terdapat harta 

debitur pailit karena adanya warisan atau menang Iotre sehingga 

hutang dapat dibayar lunas. 

Pernberesan harta pailit melalui d ua proses yaitu pertama 

dengan melikuidasi aset-aset debitur pailit setelah itu dilakukan 

pernbagian harta pailit tersebut. Akan i>enulis jelaskan terlebih dulu 

mengenai likuidasi aset. 

Likuidasi aset deb itu pailit adalah mengalihkan atau menjual 

aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang 

tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, 

kepatutan serta syarat-syarat yang ditetapkan UUK ataupun undang­

undang lainnya. Prosedur dari likuidasi aset ini dilakukan o leh 

kurator, dengan mempertirnbangkan kapan sebaiknya aset tersebut 

dijual sehingga harganya menjadi mahal , bagaimana cara menjualnya, 

apakah djjual sebagian-sebagian lebih rnenguntungkan daripada dijua l 

secara keseluruhan dan terakhir apa alasannya penjualan aset tersebut. 

Menurut UUK alasan penjualan aset tersebut adalah42
: 

42 Ibid, h.146. 
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1. Untuk menutupi ongkos kepailitan 

Pengalihan harta pailit merupakan kewenangan dari kurator dengan 

persetujuan hakim pengawas. Tindakan tersebut dapat dilakukan 

begitu dijatuhkan putusan pailit, meskipun terhadap keputusan 

pailit masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali . 

2. Penahanan barang mengakibatkan kerugian 

Artinya apabila tidak dilakukan pengaliban harta pailit, akan 

mengakibatkan kerugian. Misalnya benda tersebut menjadi 

membusuk, atau ongkos perawatan dan penyirnpanannya yang 

kelewat besar. 

3. Kurator dapat menjual barang Jamman utang dalam masa 

penangguhan eksekusi jaminan utang (,·ray) 

Dalam rnasa stay kurator boleh menggunakan bahkan menjual harta 

pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan hutang, 

dengan syarat : 

a. harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator; 

b. dilakukan dalarn rangka kelangsungan usaha debitur; 

c. telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepcntingan 

kreditur separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan 

pihak. ketiga yang rnempunyai hak. atas tanab tersebut. 

4. Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh 

dijual 
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Penjualan harta dal,arn hal ini bahkan tidak memerlukan izin siapa­

siapa meskipun konsultasi dengan hakim pengawas selalu 

dianjurkan. 

5. Kurator menjual barang-barang pada umumnya dalam rangka 

pemberesan 

Penjualan aset debitur setelah insolvensi dan tidak dilakukan 

pengurusan harta debitur tidak memerlukan persetujuan stapa­

siapa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 

Cara rnelikuidasi aset-aset debitur pailit merupakan hal yang 

harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai be~kut43 : 

I. Pertimbangan yuridis 

Tujuan dari pertimbangan Int adalah agar pihak !curator yang 

menjual harta debitur pailit tidak disalahkan, maka harus 

memperhatikan persyaratan yuridis seperti , kapan kurator harus 

menjualnya, apakah mernerlukan izin tertentu, undang-undang 

mana dan pasal berapa yang mengatumya. 

2. Pertimbangan bisnis 

Fokus utama dari pertimbangan ini adalah apakah dengan 

penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya. 

Karena itu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

43 tbid, h.149. 
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a. Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitur tersebut agar 

diperoleh harga yang tinggi; 

b. Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dij ual retail ; 

c. Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagian dari bisnis, atau 

dijual seluruh bisnis dalam satu paket; 

d. Apakah perlu pakai perantara profesional atau tidak; 

e. Apakah perlu dilakukan tender atau tidak; 

f. Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak. 

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditentukan 

bagaimana cara penjualan aset-aset debitur pail it. Dalam pasal 171 ( 1) 

' ' UUK diatur dua cara penjualan aset-aset debitur paiJit yaitu : 

I. Menjual di depan umum 

Penjualan ini dilakukan didepan kantor lelang, tanpa 1zm dari 

hakim pengawas. 

2. Menjual di bawah tangan 

Penjualan ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui 

negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, 

pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya. Penjualan 

aset debitur ini dilakukan dengan izin pengawas. 

Pembagian aset kepada para kreditur dilaksanakan setelah 

seluruh aset debitur terjual dan menjadi cash (uang tunai) dimana 

uang tunai tersebut sudah cukup tersedia untuk pembayaran hutang-

hutangnya. Pembagian aset ini dilakukan oleh kurator, jadi tidak ada 
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larangan apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang 

sudah ada terlebih dulu secara proporsional asalkan hal tersebut 

dianggap baik oleh kurator, disamping itu kurator dapat menjual aset 

debitur pailit jika terdapat pengeluaran-pengeluaran yang substansial 

yang harus diamb11 dari aset debitur pailit dengan persetujuan hakim 

pengawas (pasal 98 UUK). Akan tetapi jika uang tunai sudah cukup 

tersedia untuk membayar hutang, kurator belum melakukan 

pembayaran kepada kreditur-kreditur maka hakim pengawas dapat 

memerintahkan pembagian kepada kreditur yang piutangnya telah 

dicocokkan (pasal 174 UUK). 
. 

Dalam proses pemberesan haft<i. pailit ada beberapa bagian 

aset dari debitur pailit (hanya debitur pribadi bukan debitur badan 

hukum) yang tidak perlu dibagikan kepada para kreditumya. Aset-aset 

tertentu yang sangat terbatas yang tetap menjadi hak debitur pailit 

adalah44 
: 

I. Aset-aset tertentu dari debitur pailit diantaranya: 

(i) Gaji tahunan, hak cipta atau barang-barang yang dimaksud 

dalam pasal 451 (2), (3), (4) KUH Perdata. 

(i i) Pendapatan debitur pailit sendiri selama kepail.itan, seperti gaji , 

upah, pensiun, uang tunggu, tunjangan, sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh hakim pengawas. 

(iii) Nafkah yang diberikan kepada debitur pailit. 

44 Ib id, h.152. 
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(iv) Hak nikmat hasil yang ditetapkan oleh hakim pengawas (pasal 

31 I dan 3 12 KUH Perdata). 

(v) Tunjangan dari pendapatan anak-anak yang diterima debitur 

pail it (pasal 318 KUH Perdata). 

2. Sejumlah uang biaya hidup debitur pailit yang dibutuhkan untuk 

membiayai tanggungan-tanggungan anak dan istrinya. 

3. Sejumlah perabot rumah tangga yang akan ditunjuk oleh hakim 

pengawas. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pemberesan harta pailit akan 

penulis uraikan proses pembayarannya kepada kreditur45
. 

·, 
A ---- B ---- C ---- 0 ---- E ---- F ---- G ---- H ---- l ---- J ---- K 

Keterangan : 

A. Kurator membuat daftar pembagian (pasal 175 ( I)) 

B. Hakim pengawas mensahkan daftar pembagian (pasal 175 ( I)) 

C. Daftar pembagian diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga 

dan salinan dari daftar pembagian tersebut diumumkan di kantor 

kurator (pasal 178 ( I)) 

D. Kreditur mengajuka.11 perlawanan terhadap daftar pembagian 

kepada panitera pengadilan niaga (pasal 179). 

E. Pengadilan niaga memberikan ketetapannya dengan disertai alasan-

alasannya (pasal 180 (3)). 

45 Ibid, h.153. 
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F. Kasasi terhadap ketetapan pengadilan ni~_ga oleh kurator atau setiap 

kreditur tanpa adanya PK (pasal 182 ( I) dan (2)) 

G. Keputusan MA terhadap perlawanan atas ketetapan Pengadilan 

niaga (pasal 187). 

H. Segera dilakukan pembayaran oleh kurator (pasal 187). 

I. Setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan pasti , 

maka kepailitan berakhir (pasal 188 ( I)) . 

.1 . Pertanggungjawaban kurator kepada hakim pengawas ( I bulan 

setelah kepailitan berakhir) vide pasal 188 (2). 

K. Atas perintah pengadilan niaga maka kurator membereskan dan 

mengadakan pembagian lagi atas daftar pembagian yang dahulu 

(pasal 189). 

2.3.4. Rehabilitasi 

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan nama baik dan harga 

diri serta kepercayaan pada diri masyarakat terhadap debitur atau si 

pailit maupun ahli wansnya. Permohonan rehabi litasi dapat 

dimohonkan kepada pengadilan niaga yang dahulu memeriksa dan 

menetapkan kepailitan yang bersangkutan dengan melampirkan bukti­

bukti yang menyatakan bahwa para kreditur sudah dibayar semuanya 

hingga memuaskan mereka masing-masing. Permohonan rehabilitasi 

tersebut diumumkan dalam iklan Berita Negara. Dalarn waktu 2 (dua) 

bulan baik itu ada perlawanan atau tidak pengadilan niaga harus 

mernutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dengan 
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diucapkan dalam sidang terbuka. Perlawanan itu diajukan karena ada 

beberapa alasan yaitu : 

a. tidak membayar semua tagihan-tagihan; 

b. tidak memuaskan masing-masing kreditur. 

Dengan demikian, jika debitur tidak dapat membayar lunas atau tidak 

terjadi perdamaian maka terhadap hal tersebut tidak berlaku 

rehabiJ itasi. 

2.4. AKIBAT-AKJBAT HUKUM DARI KEPAILITAN 

Pemyataan pailit mempunyai pengaruh yang sangat luas terutama di 

' ' bidang hukum harta kekayaan. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada 

debitur atau si pail it dengan dua bentuk pemberlakuan yaitu 46
: 

1. Berlaku demi hukum I by the operation of law 

Akibat hukum tersebut otomatis berlaku atau segera berlaku setelah 

pemyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunym 

kekuatan tetap ataupun setelah berakhimya kepailitan. Ini berarti 

pengadi lan niaga, hakim pengawas, kurator, para kreditur dan siapapun 

yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara 

langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Contohnya: tentang 

pencekalan (pasal 88 UUK), penangguhan eksekusi jaminan hutang atau 

stay (pasal 56A(l ) UUK), sitaan umum atas harta debitur (pasal 22). 

2. Berlaku secQJ·a rule of reason 

46 Ibid. h. 65. 
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Akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku artinya akibat hukum 

tersebut berlaku jika diberl akukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah 

mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang 

mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut 

adalah pengadilan niaga, hakim pengawas, dan lain-lain. Pada umumnya 

untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan rule of reason dalam 

perundang-undangan (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata 

"dapat" sebelum disebutkan akibatnya. Contohnya: Pasal 90 ( I) UUK 

mengatur "berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat 

dilakukan penyegelan atas harta pailit" (penyegelan ini harus dimintakan 
I 

' pada hakjm pengawas), pasal 84 UUK mengatur " ... pengadilan niaga 

dapat memperpanjang perintah untuk jangka waktu paling lama tiga puluh 

hari" (Gij:;e/ing atau penyanderaan harus dimohonkan ke pengadilan 

niaga). 

Menurut perundang-undangan kepailtan, akibat yuridis dari suatu 

kepailitan adalah47 
: 

o Keputusan pail it bersifat serta merta 

Pengertian dari putusan serta merta adalah putusan pemyataan pailit oleh 

?engadi lan Niaga (tingkat pertama) dapat dijalankan terlebih dahulu atau 

uitvoorbaar Bij Voorraad meskipun putusan tersebut masih diajukan 

kasasi . Ini berarti kurator sudah mulai bekerja sejak saatjatuhnya putusan 

pailit (tingkat pertama) dan segala tindakan kurator sebelum diketahuinya 

47 Ibid, h.67. 
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putusan tingkat kasasi tetap dianggap sah mengikat. Diatur dalam pasal 

12 ayat 3 UUK. 

o Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur 

Seluruh harta debitur tersebut meliputi kekayaan yang sudah ada pada 

saat pemyataan pailit ditetapkan dan kekayaan yang akan diperoleh oleh 

debitur selama kepailitan tersebut. Sedangkan harta kekayaan debitur 

yang tidak terrnasuk dalam sitaan umum kepailitan adalah harta kekayaan 

yang telah menjadi hak jaminan hutang (Pasal 56 UUK) dan pendapatan 

tertentu debitur seperti gaji tahunan, gaji biasa, upah , pensiun, uang 

tunjangan, uang untuk pemberian nafkah, hak nikrnat hasi l dan tunjangan 

dari pendapatan anak (Pasal 20 UUK). 

o Termasuk terhadap suami ata.u istri 

Apabila seseorang dinyatakan pailit maka istri atau suammya yang 

kawin atas dasar persatuan harta juga ikut dinyatakan pailit. Artinya 

seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta 

terkena sita kepailitan dan masuk budel pail it. Mengenai akibat kepailitan 

terhadap istri atau suami diatur dalam pasal 2 1 , 61 dan 62 UUK. 

o Debitur kehilangan hak mengurus 

Maksudnya debitur pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan 

mengurus kekayaannya yang dihitung sejak pukul 12:00 dari hari putusan 

pailit diucapkan. Tetapi debitur pailit masih mempunyai kewenangan 

dalam·hhal mengurus keluarganya. Diatur dalam pasa122 UUK. 

o Perikatan setelah debitur pailit tidak. dapat dibayar 
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Perikatan yang dibuat oleh debitur pail it dan krediturnya setelah, debitur 

dinyatakan pailit maka perikatan tersebut tidak dapat dibayar dari harta 

pailit, kecuali dalam kontrak tersebut mendatangkan keuntungan bagi 

harta pail it (pasal 23 UUK). 

o Gugatan hukum harus dilakukan oleh atau terhadap kurator 

Seluruh gugatan hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang 

berhubungan dengan harta debitur pailit harus diajukan oleh atau 

terhadap kurator. Apabila gugatan terhadap debitur pailit yang 

mengakibatkan penghukuman terhadap debitur pai l it maka penghukuman 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta pailit (pasal 24 

dan 25 UUK). 

o Perkara pengadi lan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator 

Apabila debitur telah terlebih dahulu digugat oleh kreditur ke pengadilan 

dengan prosedur biasa, sementara sewaktu proses perkara sedang 

berjalan debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka debitur 

pailit dapat menangguhkan perkara lebih dulu untuk diberikan waktu 

guna mengoperkan perkaranya kepada kurator. Akan tetapi bila sebelum 

putuc;an pemyataan pailit dipiJtuskan, sudah sampai pada tahap 

penyerahan berkas perkara kepada hakim untuk diputus maka penundaan 

perkara tidak diperlukan dan kurator tidak mengambil alih perkara, 

kecuali hakim yang memeriksa perkara memutuskan untuk meneruskan 

pemeriksaan perkara (pasal26- 29 UUK). 
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o .lika kurator deng~n kreditur berperkara maka kurator dan kreditur dapat 

minta pe rbuatan hukum debitur dibatalkan 

Hal ini dapat dilakukan, asalkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan 

tersebut dilakukan oleh debitur secara sadar untuk merugika n 

kepentingan kreditur dan hal tersebut diketahui oleh pihak lawannya 

(pasal 30 UUK). 

o Debitur dan kreditur dapat diminta bersumpah 

Debitur pailit dapat diminta untuk bersumpah oleh pengadilan meskipun 

kedudukannya telah digantikan kurator sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1940 KU H Perdata. Pihak kreditur juga dapat diminta be rsumpah 

. 
oleh kurator atas kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator 

maupun ole h debitur pailit (pasal 31 UUK). 

o Pelaksanaan putusan hakim dihentikan 

Apabi la terdapat putusan hakim yang telah dieksekus i sebe lum kepailitan 

terhadap debitur maka pelaksanaan tersebut harus segera dihentikan sejak 

hari putusan pai l it ditetapkan (pasal 32 ayat I UUK). 

o Semua penyitaan dibatalkan 

Pada saat dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan, apabila ada 

putusan sita atas harta debitur pailit yang te lah atau belum dil aks;makan 

maka sitaan tersebut batal demi hukurn. Diatur dalam pasal 32 ayat 2 

UUK. 

o Debitur dikeluarka:-1 dari penjara 
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Jika sudah ada putusan paiht yang mempunyai kekuatan tetap (inkracth) 

maka debitur pailit yang sedang menjalankan hukuman penjara harus 

segera dikeluarkan. Kecuali jika yang sedang dijalankan adalah 

penyanderaan (gij zeling) dalam hubungan dengan kepailitan tersebut 

(pasal 32 ayat 3 UUK). 

o Uang paksa tidak dipe rlukan 

Dalarn kepailitan tidak diperlukan adanya pembayaran uang paksa 

se lama debitur pailit tersebut dalam masa kepailitan (pasal 32a UUK). 

Menurut sistem hukum acara perdata kita yang berdasarkan HIR, agar 

pihak debitur dalam perkara perdata melakukan sesuatu kewajibannya, 

' ' dia benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya pada saat yang 

ditentukan maka dapat dimintakan uang paksa. 

o Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan 

Pelelangan barang-barang atas beban harta pailit dapat terus dilanjutkan 

oleh kurator atas kuasa dari hakim pengawas apabila sebelwn jatuhnya 

putusan pailit, proses pelelangan tersebut sudah sedemikian jauh 

sehingga sudah ditetapkan tanggal pelelangannya (pasal 33 UUK). 

o Balik nama atau pencatatan jaminan hutang atas barang tidak bergerak 

dihentikan 

Apabila setelah pemyataan pailit dilakukan pembaliknamaan atau 

pendaftaran terhadap hipotikfhak tanggungan dari akta j ual beli a tau akta 

hipotik/hak tanggungan yang dilakukan sebe lum pemyataan pailit 
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diputuskan, maka perbuatan pembaliknamaan tersebut tidak sah menurut 

hukum (pasal 34 UUK). 

o Daluwarsa dicegah 

Apabila suatu tagihan telah diajukan tuntutan untuk pencocokan piutang 

maka sejak saat itu masa kadaluwarsa mulai berhenti (dicegah) sesuai 

dengan ketentuan pasal 35 UUK. 

o Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan 

Kontrak yang dibuat sebelum pailitnya debitur dimana prestasi sebagian 

atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka kontrak 

tersebut dapat dilanjutkan, dengan memberikan jaminan kepada kreditur 

.. 
atas kesanggupannya akan pelaksanaan kontrak tersebut. Jaminan 

tersebut berbentuk bank garansi, personal garansi atau Jamman 

kebendaan (Pasal 36 UUK) 

o Transaksi forward dihentikan 

Apabila transaksi yang penyerahan barangnya ditangguhkan (forward 

transaction) dilakukan sebelum pemyataan pailit dimana penyerahan 

barang oleh debitur akan dilakukan setelah pemyataan pailit kepada 

debitur maka transaksi tersebut batal demi hukum sesuai dengan 

ketentuan pasal 37 UUK. 

o Sewa menyewa dapat dihentikan 

Jika debitur pailit menyewa suatu barang dari pihak lain maka sewa 

menyewa tersebut dapat dihenti.kan oleb kurator atau pihhak yang 

menyewakan barangnya. Tetapi jika sudah dibayar uang sewa di muka 
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maka sewa menyewa tersebut dapat diakhiri sampai dengan berakhimya 

jumlah uang sewa yang dibayar di muka. Dalam pasal 38 UUK diatur 

babwa sejak pernyataan pailit segala uang sewa yang harus dibayar oleh 

debitur merupakan hutang harta pail it/estate debt. 

o Karyawan dapat di PHK 

Karyawan-karyawan yang bekerja pada debitur pailit, setelah putusan 

pernyataan pailit dapat memutuskan hubungan kerja atau diputuskannya 

hubungan kerja oleh kurator. Untuk pemutusan hubungan kerja 

diperlukan suatu pemberitahuan PHK dengan jangka waktu 

pemberitahuan sebagai berikut : 

• Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesua1 dengan pefJanJian 

kerja atau; 

• Jangka waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang ketenagakerjaan; 

• Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu 6 

(enam) minggu. 

Upah karyawan dianggap sebagai hutang harta pailit sesua1 dengan 

ketentuan pasal 39 UUK. 

o Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak 

Harta yang akan diterima oleh pihak debitur pailit dapat diterima oleh 

kurator dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta 

peningga1an. Akan tetapi kurator juga dapat m enolak warisan tersebut 
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dengan kuasa dari hakim pengaw~s sesua1 dengan ketentuan pasal 40 

UUK. 

o Berlaku Actio Pauliana 

Actio Pa uliana merupakan tindakan pembatalan transaksi dengan 

mengalihkan aset-aset kepada pihak la in (pihak ketiga) yang dilakukan 

debitur secara tidak beritikad baik untuk merugikan kreditur-krediturnya. 

Dalam Undang-undang Kepailitan diatur muJai dari pasal 41 . 

o Pembayaran hutang sebelum pail it oleh debitur dapat dibatalkan 

Apabila pembayaran hutang kepada kreditur tertentu dilakukan sebelum 

putusan pernyataan pailit dijatuhkan kepada debitur pailit maka 

. 
pembayaran hutang tersebut dapat dibatalkan dengan alasan: 

• Dapat dibuktikan bahwa si penerima pe mbayaran hutang telah 

mengetahui adanya permintaan pemyataan pailit atau pelaporan untuk 

itu sudah dimintakan terhadap debitur; 

• Pembayaran hutang tersebut akibat kolusi antara kreditur dengan 

debitur yang dapat memberikan keuntungan kepada debitur tersebut 

melebihi dari kreditur-kreditur lainnya. 

Pembatalan pembayaran hutang o leh debitur kepada kreditur 

sebagaimana disebutkan di atas te lah diatur dalam pasal 46 UUK. 

o Uang hasi l penjualan surat berharga dikembalikan 

Dalam hubungannya dengan penerbitan surat berharga, maka siapa yang 

untuk keuntungannya surat berhruga tersebut dikeluarkan diwajibkan 
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rnengembalikannya uang yang telah diperolehnya kepada harta pailit 

j ika: 

• Dapat di buktika n bahwa si pihak yang memperoleh pembayaran 

mengetahui pada saat dikeluarkannya surat berharga tersebut, kepada 

debitur telah dimintakan pemyataan pailit atau pe laporan untuk itu 

sudah dimintakan; 

• Penerbitan surat berharga tersebut akibat kolusi antara kreditur dengan 

debitur yang dapat memberikan keuntungan kepada debitur tersebut 

melebihi dari kreditur-kreditur lainnya. 

(Pasal 47 ayat 2 UUK). 

o Pembayaran kepada debitur sesudah pemyataan pail it dapat dibatalkan 

Dapat dilakukan pembatalan terhadap pernbayaran yang dilakukan oleh 

kreditur terhadap debitur untuk memenuhi perikatan yang telah ada 

sebelum pem yataan pail it, kecuali : 

• Jika dibayar sesudah pemyataan pa ilit tetapi pemyataan pailit tersebut 

belum diumumkan dan si pembayar tidak mengetahui adanya 

pernyataan pail it tersebut; 

• Pe mbayaran yang diterima oleh debitur tersebut menguntungkan harta 

pail it. 

(Pasal 5 1 UUK). 

o Boleh dilakukan kompensasi 

Kreditur dengan debitur dapat melakukan kompensasi piutang terhadap 

transaksi yang sudah ada sebelum pemyataan pailit terhadap debitur 
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dengan dasar itikad baik artinya pada saat dilakukan transaksi yang 

menimbulkan hutang pihak kreditur tidak mengetahui bahwa dalam 

wak"tu dekat si debitur akan jatuh pailit. Akjbat hukum dari adanya 

kompensasi maka kreditur yang bersangkutan karena dapat 

mengkompensasi piutang dengan hutangnya berarti dia menjadi lebih 

tinggi kedudukannya dari kreditur diistimewakan. 

Hal-hal mengenai kompensasi piutang diatur dalam pasal 52, 53, dan 54 

UUK. 

o Ternan sekutu debitur I si pailit berhak mengkompensasi hutang dengan 

keuntungan 

' 
Jika si pailit sebelumnya sudah berhuta~g terhadap perseroan, hutang 

tersebut dapat diambil dari pemotongan sejumlah tersebut dari 

pembagian keuntungan persekutuan yang seyogyanya diterima oleh 

ternan sekutu yang te lah dinyatakan pai lit. Diatur dalam pasal 55 UUK. 

o Berlaku penangguhan eksekusi jaminan hutang 

Penangguhan eksekusi jaminan hutang atau stay ini berlaku karena 

hukum tanpa harus dimintakan oleh para pihak. Kreditur separatis tidak 

termasuk dalam pembagian kepailitan karena mereka dapat memenuhi 

piutangnya dengan mengeksekusi jaminan utang tersebut seolah-olah 

tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi hak eksekusi tersebut tidak setiap 

waktu dapat dilakukan. Maksimum 90 hari semenjak putusan pailit, 

kreditur separatis memasuki masa stay dimana dalam rnasa ini pihak 
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kreditur separatis tidak dapat melakukan eksekusi jaminan hutang. (Pasal 

56A ayat 1 UUK). 

o Hak retensi tidak hjlang 

Pengertian dari hak retensi adalah hak dari kreditur untuk menahan 

barang-barang kepunyaan debitur yang karena sebab-sebab tertentu 

barang tersebut berada dalam kekuasaan kreditur. Barang-barang tersebut 

rutahan (dikuasai oleh kreditur) sampai hutang-hutangnya dibayar oleh 

debitur maka dalam hal ini apabila debitur dinyatakan pailit, hak retensi 

dari kreditur tetap berlaku sesuai dengan aturan pasal 59 UUK. 

o Keputusan-keputusan hakim pengawas bersifat serta merta 

. 
Selain putusan Pengadilan niaga tentang pemyataan pailit bersifat serta 

merta, putusan dari hakim pengawas pun bersifat serta merta kecuali 

ditentukan sebaliknya oleh undang-undang (pasal 83 UUK). 

o Debitur pailit dapat disandera I gij"::.eling dan paksaan badan 

Penyanderaan bagi debitur dapat ditetapkan dalam putusan pailit atau 

setiap waktu setelah putusan pailit.Penyanderaan ini tentu saja dilakukan 

oleh pihak Kejaksaan, di tempat-tempat seperti dalam penjara, di rumah 

tahanan ataupun di rumah seorang kreditur. Dalam pelaksanaannya 

diawasi oleh pejabat dari kekuasaan umum dan berlangsung selama 

maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 

maksimum 30 hari dan bila perlu dapat ditambah maksimum 30 hari Jagi 

(pasal 84 UUK). 

o Debitur pailit di lepas dari tahanan dengan atau tanpa uangjaminan 
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Debitur pailit dapat dilepaskan dari tahanar dengan atau tanpa jaminan 

atas usul hakim pengawas sebagai jaminan bahwa atas panggilan yang 

pertama si debitur pailit dapat datang untuk menghadap. Jika debitur 

tidak datang menghadap setelah dipanggil maka uang j aminan tersebut 

menjadi keuntungan harta pailit (pasal 85 UUK). 

o Debitur pailit dicekal demi hukum 

Pencekalan adalah larangan bagi seseorang untuk meninggalkan tempat 

kediamannya. Pencekalan dalam bidang kepailitan berarti pihak debitur 

tidak boleh meninggalkan tempat kediamannya baik untuk berangkat ke 

luar negeri atau tidak kecuali hakim pengawas memberi izin untuk itu 

(pasal 88 UUK). 

o Harta pailit dapat disegel 

Tujuan dari penyegelan ini adalah guna menghindari kemungkinan 

debitur pailit yang nakal untuk mengalihkan harta tersebut pada pihak 

ketiga. Penyegelan ini harus dilakukan atas persetuj uan hakim pengawas 

sesuai dengan ketentuan pasal 90 UUK. 

o Surat-surat kepada debitur pai lit dapat dibuka oleh kurator 

Setelah putusan pailit diputuskan, maka kurator berwenang untuk : 

• Membuka surat-surat yang ditujukan kepada debitur pailit. 

• Menyimpan surat-surat yang bersangkut paut dengan harta pailit. 

• Mengembalikan kepada debitur pailit surat-surat yang tidak ada 

hubungannya dengan harta pailit. 
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• Meminta agar surat-surat yang diterima oleh debitur pailit yang 

berhubungan dengan harta pailit diserahkan kepada kurator. 

(Pasal 96 UUK). 

o Barang-barang berharga milik dcbitur pail it disimpan oleh kurator 

Penyimpanan barang-barang berharga ( emas, berlian dan surat-surat 

berharga) dilakukan oleh kurator dengan cara yang dianggap paling aman 

seperti penyimpanan dalam safe deposit pada bank-bank. Hakim 

pengawas juga berwenang dalam menentukan cara-cara penyimpanan 

oleh kurator tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 99 ayat I UUK. 

o Uang tunai harus dibungakan 

Artinya jika kurator memperoleh uang tunai dari debitur atau harta 

debitur maka uang tunai tersebut haruslah dibungakan. Cara 

membungakannya tergantung dari bussiness judgement si kurator 

tersebut. Dalam praJ...'teknya pihak kurator diwajibkan untuk membuka 

rekening khusus untuk menampung uang dari debitur atau harta debitur 

pail it tersebut (pasal 99 ayat 2 UUK). 

o Penyanderaan dan pencekalan berlaku juga buat direksi 

Apabila debitur pailit tersebut adalah badan hukum (perseroan terbatas, 

koperasi, yayasan, atau perkumpulan) rnaka penyanderaan dan 

pencekalan tersebut juga berlaku bagi pengurus atau direksinya. Akan 

tetapi hal ini tidak berlaku bagi komisaris atau pemegang sahamnya. 

Pasal 102 UUK. 

o Berlaku ketentuan pidana bagi debitur 
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Beberapa tindakan debitur dapat dikenakan pidana yang tergolong ke 

dalam perbuatan pidana merugikan kreditur atau orang yang mempunyai 

hak yaitu peminjaman uang, pengalihan aset, membuat pengeluaran yang 

sebenamya tidak ada, tidak membuat catatan-catatan yang diwajibkan 

atau pada verifikasi piutang mengaku adanya piutang yang sebenamya 

tidak ada atau memperbesar jumlah piutang. Ancaman pidana yang 

dikenakan pada debitur sesuai dengan ketentuan pasal 396 - 400 KUH 

Pi dana. 

o Debi tur pailit, direktur dan komisari s perusahaan pail it tidak boleh 

menjadi direktur, komisaris di perusahaan lain 

. 
Debitur pailit (pribadi), direktur dan komisaris dari suatu perusahaan 

yang dinyatakan pailit tidak boleh menjadi direksi atau komisaris pada 

perusahaan lain, asalkan yang bersangkutan ikut bersalah yang 

menyebabkan perusahaan tersbut pailit kecuali setelah lewat waktu 5 

(lima) tahhun sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah. Diatur dalam 

pasal 79 ayat 3 juncto pasal 96 UU Nomer I Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas. 

o Hak-hak tertentu dari debitur pailit tetap berlaku 

Hak-hak tertentu yang dimiliki oleh debitur tidak semuanya hapus 

dengan adanya kepailitan, yang berubah hanya hal-hal sebagai berikut : 

• Yang dengan tegas-tegas djubah oleh perundang-undangan di bidang 

kepailitan; 
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• Yang dengan tegas-tegas diubah oleh ,perundang-undangan lainnya 

selain perundang-undangan di bidang kepailitan; 

• Yang tidak dengan tegas-tegas diubah oleh perundang-undangan 

tetapi seyogyanya harus d iubah karena tidak sesuai lagi dengan sifat 

kepailitan dari suatu perusahaan. 



BAB III 

PENGADILAJ\' NIAGA MERUPAKAN SISTEM PERADILA1\ 

YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 

3.1. KEBERADAAN PERADILAN SECARA lJMlJM 

Meskipun telah banyak sistem penyelesaian sengketa yang ada di luar 

peradi lan (non litigasi), masyarakat pada umumnya masih memandang 

kehadiran dan keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 

tetap perlu dan dibutuhkan. Hal ini dikarenakan keberadaan peradilan dalam 

negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan sebagai48
: 

a. Katup Penekan (Pressure Valve) atas .,segala pelanggaran hukum, 

ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum; 

b. I'l1e Last Resort yaitu sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan 

keadilan sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang 

berfungsi menegakk.an kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and 

to e1?(orce justice). 

Di lihat dari keberadaan peradi lan diatas, berarti peradi lan masih tetap diakui 

memegang peran, fungsi dan kewenangan antara lain sebagai49 
: 

a. Penjaga kemerdekaan masyarakat ( in guarding the freedom of society); 

b. Wali masyarakat (are regarding as constudian of society); 

48 M. Yahya Ha.rahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan 
Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bal<fi. Ba.ndung, 1997, h.237. 

49 Ibid, h.238. 
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c. Pelaksana penegakkan hukum (judiciary as thhe up holders f?( the rule of 

law ). 

Seiring dengan peran, fungsi dan kewenangan perad ilan tersebut maka tempat 

dan kedudukan peradilan masih dihargai sebagai badan atau institusi yang 

mempunyai fungsi istimewa ( serve a ve1y .~pecial function ), artinya 

peradaban manusia telah memberi tempat tersendiri bagi para hakim yang 

merupakan salah satu aparat kekuasaan negara dimana dianggap memiliki 

kelas tersendiri dari pejabat pemerintahan yang lain. Dengan adanya 

keistimewaan yang dimiliki oleh peradilan tersebut maka putusan yang 

dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti "Putusan Tuhan I The Judgement 

was that of God" (Jr. Spencer). Dari uraian (ii atas maka peradi lan benar­

benar merupakan penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya sebagai 

penjaga dan pelindung kebebasan serta kemerdekaan anggota masyarakat 

berdasarkan kebenaran dan keadi lan. 

3.2. KRITIK TERHADAP SISTEM PERADILAN DIINDONESIA 

Pada masa akhir-akhir ini semakin banyak suara-suara yang 

dilontarkan berupa kritik-kritik yang di tujukan terhadap keberadaan, fungsi 

dan peran dari pe radilan. Peran dan fungsi peradilan dilihat mempunyai 

beban yang terlampau padat (over loaded). Kritik-kritik yang muncul 

terhadap peradilan ini bukan gejala yang timbul di Indonesia saja tapi 

menyeluruh dan merata di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin buruknya sistem peradiJan sehingga tidak dapat disalahkan apabila 
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masyarakat pada umumnya lebih memi lih penyelesaian scngketa melalui 

_ialur di luar peradilan (non litigasi) daripada melalui jalur peradilan (litigasi). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah50
: 

I . Penyelesaian sengketa lambat (waste (ltune) 

Proses pemeriksaan dalam peradilan sangat formalistik dan teknis, 

disamping itu arus perkara semakin deras sehingga peradi lan dijeja li 

dengan beban yang terlampau banyak (over loaded). Akibatnya 

penyelesaian perkara memakan waktu yang sangat lama dan lambat. 

Bayangkan untuk memulai suatu pemeriksaan saja kita harus antri dan 

menunggu, bagaimana untuk mempero letl putusan yang berkekuatan 

tetap, sehingga dapat dikatakan satu perkara saja baru diproses 

pemeriksaannya sampai dua, tiga. empat atau lima tah un dari tanggal 

pendaftaran perkara yang berarti untuk sampai pada putusan yang 

berkekuatan tetap dapat memakan waktu lima hingga dua puluh tahunan. 

2. Biaya perkara mahal (expensive) 

Oikarenakan penyelesaian perkara dalam peradilan memakan waktu yang 

san gat lama maka secara tidak langsung biaya perkara juga san gat mahal. 

Semakin lama penyelesaian, semakin tinggi biaya yang harus 

dikeluarkan. Jumlah biaya perkara sering melampaui jumlah kemenangan 

seperti diumpamakan dalam pepatah cina "Gomg to the law 1s losing a 

cow for the sake of a cat" (berperkara ke pengadilan akan hilang seekor 

so Ibid, h.240. 
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lembu untuk mengurus seekor kucing). Akibat dari mahalnva biava 
~ - -

perkara membuat orang lumpuh dan sengsara, terkuras seluruhh daya. 

waktu dan pikiran schingga lupa keluarga, usaha dan masyarakat. 

3. Peradilan tak tanggap (unre.1.ponsive) 

Artinya peradilan kurang tanggap atau tidak responsif terhadap perilaku 

dalam : 

a. Membela dan melindungi kepentingan umum 

Hal ini dikaitkan dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) nya, yang berarti hakim-hakim sering mengabaikan 

perlindungan terhadap kepentingan umum, tidak peduli terhadap 

kebutuhan masyarakat banyak; 

b. Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil atau unfair 

Maksudnya hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta 

keleluasaan terhadap lembaga besar dan orang-orang kaya sehingga 

kepentingan rakyat biasa dan golongan miskin (ordinary c iti::,en) tidak 

terlalu dipedulikan bahkan mendapat pelayanan dan perlakuan yang 

tidak manusiawi . 

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 

Maksudnya putusan tersebut tidak mampu memberikan penyelesaian 

yang memuaskan kepada para pihak, tidak mampu memberikan 

kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara karena 

yang muncul dari putusan pengadilan tersebut adalah 

a. Win-Lose solution 
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Salah satu pihak pasti menang dan pihak yang lain pasti kalah. 

Bcrpcrkara di pengadilan maka para pihak langsung berhadapan 

dengan kenyataan menang atau kalah tapi kenyataannya menang atau 

kalah akan sama keadaannya. Karena untuk memperoleh kemenangan 

biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai hasil 

kemenangan (the cost of a lcrwsuits may exeeded the value of 

wmning). 

b. Keadaan manang-kalah dalam berperkara tidak pemah membawa 

kedamaian tetapi menumbuhkan bibit dendam dan pem1usuhan serta 

kebencian. ltu sebabnya putusan pengadilan pada umumnya 

menghancurkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan (destroying 

a relationship). 

c. Putusan pengadilan membingungkan 

Disamping putusan tidak menyelesaikan masalah, pengadilan juga 

sering membingungkan. Terkadang tanpa alasan yang kuat dan masuk 

akal pengadilan menjatuhkan putusan ganti rugi yang luar biasa 

besamya, sebaliknya meskipun alasan dan dasar hukumnya kuat ganti 

rugi yang ditentukan terlampau kecil hingga tidak mempunyai nilai 

dan arti . 

d. Putusan pengadilan senng tidak memberi kepastian hukum 

(uncertainty) dan tidak bisa diprediksi (unpredictable) 

lni artinya putusar.-putusan pengadilan sering mengandung disparitas 

antara yang satu dengan yang lain, misalnya dalam kasus yang sarna 
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(.wnilar cases) dijumpai putusan yang sangat jauh berbeda antara satu 

dengan yang lain. Hal ini dikarenakan lain hakimnya maka putusan 

pun berbeda meskipun kasusnya sama. Padahal dalam kehidupan 

negara hukum dan masyarakat demokrasi menganut asas equal 

rrearmenr dan equal before the law artinya sama kedudukan dan 

penerapan hukum yang dilakukan terhadap semua orang. 

5. Kemampuan para hakim bersifat generalis 

Menyangkut kualitas kemampuan dan profesi para hakim. Para hakim 

dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya di 

bidang hukum. Padahal kasus-kasus yang diajukan dalam pengadilan 

bersifat kompleks artinya bukan hanya dibrdang hukum saja tapi juga di 

bidang perekonomian (akuntansi dan perkreditan), elektronik, konstruksi 

bangunan jalan dan gedung. Dengan memperhatikan kemampuan para 

hakim yang hanya manusia generalis maka sangat mustahil dapat mampu 

menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang 

yang ada. 

Menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada pada citra pengadilan 

sebagaimana telah diuraikan di atas maka perlu diarahkan kegiatan pada 

pemikiran dan upaya memperbaiki sistem peradilan. Di Indonesia sendiri 

sebagai negara yang berdasarkan pada hukurn, masih banyak permasalahan­

permasalahan terhadap sistem peradilan secara wnum yang menyebabkan 

sistem peradilan tidak berlaku secara efektif dan efisien. Ada beberapa hal 
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yang perlu diperbaharui dari sistem peradilan di Indonesia yang paling utama 

adalah: 

Masalah Kemandirian 

Ini merupakan masalah yang sangat relevan dan ramai dibicarakan. Dalam 

pasal 24 UUD l 945 ruatur mengenai kemandirian kebebasan kekuasaan 

kehakiman atau the independence of the judiciary. Tuntutan pokok dari 

kemandirian kekuasaan kehakiman adalah : 

a. benar-benar rnenegakkan peradilan yang imparsial (impartiality) dalam 

arti bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara. 

b. Bebas dari pengaruh dan genggaman eksekutif (independence from 

executive power). Tujuan utama kebeba~n dari pengaruh executive 

power untuk menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adi l (to 

ensures a fair and just trial) dan diharapkan peradilan mampu berperan 

mengawasi semua tindakan pemerintahan (to enable the judges to 

exercise control over government action). 

Berdasarkan ketentuan pasal 11 UU 14 Tahun I 970, pasal 5 ayat 2 UU 2 

Tahun l 986, pasal 7 ayat 2 UU 5 Tahun l 986 dan pasal 5 ayat 2 UU 7 Tahun 

1989, susunan badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding adalah : 

a. pembinaan organisasi, administratif, personalia dan keuangan berada di 

bawah departernen yang bersangkutan yaitu : 

• Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah departemen 

kehakiman; 

• Perarulan Agama di bawah departemen agama; 
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• Peradilan Militer berada di bawah dcpartemen pcrtahanan dan 

keamanan (Hankam) 

b. hanya pembinaan dan pengawasan yurisdiksi substantif yang berada di 

bawah Mahkamah Agung (MA ). 

Dari aturan di atas menimbulkan sistem dualistis terhadap keberadaan 

peradilan. Padahal tujuan utama dari pembaharuan UU Kekuasaan 

Kehakiman, dari UU 19 Tahun 1964 (yang sekarang tidak berlaku la!:,ri ) 

menjadi UU 14 Tahun 1970 adalah mewujudkan cita-cita kekuasaan 

kehakiman yang mandiri di bawah MA sebagaimana dikehendaki dalam pasa l 

24 UUD 1945. Ternyata cita-cita itu kandas yang dicapai hanya kemandirian 

semu dan setengah-setengah. Jika diurai satu persatu dalam aturan tersebut 

jelas-jelas menempatkan badan peradilan di bawa eksekutifyaitu departemen, 

meskipun yang ditempatkan di bawahnya hanya organisatoris, administratif 

dan finansialnya. Sistem yang seperti ini secara langsung atau tidak langsung 

merupakan simbol pengakuan yuridis bahwa badan peradilan berada di bawah 

departernen yang bersangkutan. Disarnping itu juga memberi pe ringatan 

kepada para hakim akan batas-batas otonomi kebebasan mereka, sehingga 

dalam menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan hakim berada di bawah 

kendall pihak departemen. Nama daya pengaruh simbol yang terkandung 

dalam pembinaan dan pengawasan organisasi, administrasi dan finansial di 

bawah departemen menimbulkan dampak politik dan psikologis terhadap : 

a. otonomi kemandirian kebebasan hakim; 
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b. nilai loyalitas para hakim itu sendiri dalam bentuk kebimbangan apakah 

harus loya l pada fun gsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman atau loyal 

pada kebijaksanaan departemen yang bersangkutan. 

Sistem dualisme yang ada sekarang menimbulkan kesulitan dan hambatan 

dalam menyumbangkan konsep dan program pengawasan serta pembinaan 

yang komprehensif dan integratif, artinya satu sisi MA membuat dan 

menyusun konsep dan program pembinaan serta pengawasan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan, 

di sisi lain departemen yang bersangkutan membuat konsep dan program 

pada waktu yang bersamaan yang sesuai dengan sudut pandang mereka 

sehingga menjadi tabrakan pembinaan dari· pengawasan yang hasilnya 

berbeda dan para hakim akan kebingungan. Selain itu ada beberapa pihak 

yang berpendapat melimpahkan semua pembinaan dan pengawasan peradilan 

tingkat pertama dan banding kepada MA akan membebani MA dengan tugas 

yang terlampau berat. Sebenamya pendapat tersebut jangan hanya 

dibicarakan dan dilihat, penunggakan kasasi sebagai ketidakmampuan MA 

tapi harus berani melihat dan membicarakan sistem yang ada sekarang. 

Terjadinya tunggakan perkara pada tingkat kasasi tidak terlepas dari sistem 

peradilan yang ada yaitu tidak adanya jenis dan kualitas perkara mana yang 

dapat diajukan kasasi. Jadi jenis dan kualitas perkara yang menjadi yurisdiksi 

pengadilan perlu dibedakan menjadi dua (2) yaitu perkara biasa dan perkara 

kecil. Untuk perkara biasa terbuka upaya hukum dalam dua instansi yaitu 

banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke MA, sedangkan untuk perkara 
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kecil hanya ada satu instansi yaitu banding ke Pengadilan Tinggi51
• Dengan 

adanya pembagian ini diharapkan dapat menghindari penumpukan perkara 

pada tingkat kasasi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan 

dengan efektif dan efi sien. 

3.3. PENGADILAN NlAGA MERUPAKAN PENYELESAIAN SENGKETA 

YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 

Semakin gencamya tuntutan masyarakat khususnya masyarakat bisnis 

terhadap sistem peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa secara efektif 

dan efisien. Mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien tidak 

semudah mendesain sebuah bangunan. Hal ini dikarenakan terlampau banyak 

aspek yang harus diselesaikan dan banyaknya kepentingan yang harus 

dilindungi. Padahal kepentingan yang harus dilindungi sating bertentangan 

antara satu dengan yang lain. Sistem peradilan yang terlampau formalistik 

mengakibatkan penyelesaian lambat dan mahal , ini berarti membuang syarat­

syarat formil menghasilkan penyelesaian yang cepat akan tetapi harus 

mengorbankan hak dan perlindungan salah satu pihak. Dari uraian di atas kita 

dapat melihat bahwa secara teori dan praktek sangat sulit mendesain sistem 

peradilan yang benar-benar mampu mensinkronisasikan semua aspek dan 

kepentingan. Meskipun jalan menuju peradilan yang efektif dan efisien dirasa 

sangat sulit, sebagai negara hukum kita harus selalu mencari jalan keluamya 

sebagaimana yang dilakukan oleh Lord Hailsham tahun 1985 dari lnggris. 

s1 Ibid, h.266. 
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Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam usul Lord Hailsham (Radical 

Proposal) adalah sebagai berikut52
: 

1. Once court entry system I unified court system I one court system 

Penggabungan peradilan tingkat pertama dengan peradilan tingkat 

banding. 

2. Full pre-trial disclosure 

Pada saat gugatan diajukan sekaligus dibarengi dengan pengajuan bukti­

bukti termasuk keterangan para saksi. Tujuan dari sistem ini adalah 

menerima gugat ya ng sudah siap dan matang sehingga pada saat 

pengadilan menerima gugat dari penggugat semua hal yang berkaitan 

dengan perkara sudah dipers iapkan lengkap: Jadi setidak-tidaknya hakim 

telah mempelajari dan mendalami perkara secara keseluruhan dan 

pemeriksaan pe rsidangan cukup memeriksa hal-hal tertentu saja tidak 

perlu bertele-tele. 

3. T ime table 

Hakim yang memeriksa perkara harus menyusun time table pemeriksaan 

dan penyelesaian perkara yang kemudian diberitahukan kepada para 

pihak dengan ancaman kepada pihak yang tidak datang memenuhi jadwal 

sida.ng yang ditentukan dianggap tidak bersungguh-sungguh membela 

kepentingannya. Tujuan adanya time table yang terjadwal adalah untuk 

menekan biaya yang mahal dan pemeriksaan yang berlarut-larut. 

4 . Extra hour' s setting per day 

s2 Ibid, h.2. 
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Penambahan sidang ekstra setiap hari paling tidak penambahan ekstra 

sidang 25% dari biasa, hal ini dilakukan untuk mencapai produktivi tas 

penyelesaian sengketa dan menghindari kemungkinan gagalnya 

penyelesaian perkara yang telah diprogram sesuai dengan time table yang 

ditentukan hakim maupun untuk menyelesaikan bcrira acara oleh panitera 

pengganti . lni berarti harus disediakan penambahan biaya dan harus 

dipenuhi dengan perlengkapan yang memadai sepeni peralatan komputer. 

5. In court arbitration system 

Penggabungan arbitrase dengan peradilan. Dalam sistem arbitrase yang 

bertindak sebagai arbitrer adalah hakim sendiri sehingga putusan yang 

dijatuhkan langsung final dan binding dari· tertutup upaya banding atau 

kasasi. Penggabungan ini memasukkan kemungkinan adanya jalan damai 

(win-win solution), tidak semata-mata win-lose. Secara singkat 

mekanisme dari sistem penggabungan pengadilan dengan arbitrase adalah 

sebagai berikut : 

a. Perkara yang dapat diproses terbatas sepanJang small claim diluar 

small claim tetap diperiksa melalui proses litigasi . 

b. Setiap perkara small claim yang diajukan ke pengadilan tidak 

langsung diperiksa melalui proses litigasi tapi terlebih dulu diperiksa 

dan diselesaikan melaui proses arbitrase. 

c. Penyelesaian melalui proses arbitrase bersifat compulsory (memaksa) 

artinya mau tidak mau para pihak yang berperkara harus taat 
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mengikuti penyelesaian melalui proses arbitrase dan bentuk putusan 

yang diambil oleh hakim sebagai arbitrer ada lah p'utusan Arbitrase. 

d. Putusan yang dijatuhkan arbitrer dalam sistem ini bersifat alternatif 

ya itu apabi la putusan disetujui para pihak maka putusan langsung 

Final dan Binding (langsung berkekuatan hukum tetap dan mengikat 

kepada para pihak) dan tertutup upaya hukum baik itu banding atau 

kasasi serta langsung mempunyai kekuatan eksekutorial. Akan tetapi 

jika putusan tidak disetujui oleh salah satu pihak maka putusan yang 

dijatuhkan dengan sendirinya batal demi hukum dan putusan dianggap 

tidak pernah ada, ini artinya perkara mentah kembali dan seterusnya 

diperiksa melalui proses litigasi. 

Tiap-tiap pokok pikiran di atas saling berhubungan satu sama lain tidak dapat 

berdiri sendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang membawa peradilan 

ke dalam suatu sistem peradilan yang efekti f dan efisien. Jika dikaitkan 

dengan pokok-pokok pikiran di atas sudah bisakah pengadilan niaga dianggap 

sebagai sistem peradilan yang efektif dan efisien. Pokok pikiran pertama, 

one court system. Dalam sistem pengadilan niaga tidak terdapat upaya 

banding langsung upaya kasasi yang berarti peradi lan tingkat pertama 

digabung dengan peradi lan tingkat banding. Kedua, fu/l pre-trial disclosure. 

Salah satu sifat khusus dari Pengadilan Niaga adalah pembuktian sederhana 

atau sering disebut pembukktian secara sumu· yang artinya pemohon 

pemyataan pailit harus membuktikan adanya fakta at:1u keadaan bahwa 

debitur telah tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat 
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ditagih, jika pemohon tidak melakukan pembuktian fakta maka hakim akan 

rnenyatakan bahwa fakta atau keadaan tidak terbukti . Jadi siapa yang 

mengemukakan fakta atau keadaan harus membuktikan. Hal ini diatur dalam 

pasal 6 ayat 3 UUK. Kctiga, adanya time table. Proses perkara kepailitan 

dalam pengadilan niaga diberikannya kerangka waktu (time frame) yang 

relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses 

permohonan kepaihtan sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab lJ 

di atas (misalnya: jangka waktu pengajuan dan pendaftaran permohonan 

kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga adalah 8 hari sejak putusan 

Pengadilan Niaga sedangkan jangka waktu pengaJuan penmJauan kembali 

dan pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Niaga adalah 30 hari sejak 

putusan kasasi) sehingga diharapkan perkara dapat diselesaikan dalam wak:tu 

yang relatif singkat karena penyelesaian perkara sejak dari awal sudah 

diprogram dengan baik.Tapi sayangnya tidak ada sanksi yang tegas bagi para 

pihak yang tidak mematuhi jadwal sidang yang telah ditentukan hanya ada 

sanksi administratif Keempat, ex:tra hour's sitting per day. Dalam proses 

penyelesaian di pengadilan niaga juga diberikan kesempatan penambahan 

jam lembur hal ini tentu saja dilakukan atas permintaan kedua belah pihak 

yang berperkara guna menghindari kemungkinan gagalnya penyelesaian 

perkara yang telah diprogram menurut time table. Kelima, penggabungan 

pengadilan dengan arbitrase. Dalam proses penyelesaian perkara kepailitan 

di pengadilan niaga diberikan kesempatan bagi para pihak melalui proses 

perdamaian yang berarti memasukkan jalan melalui arbitrase dimana para 
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pihak yang berperkara dapat menyelesa ikan masalah dengan tidak terlalu 

formal dan diharapkan tidak ada salah satu pihak yang terlalu dirugikan. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara 

kepailitan di pengadi lan niaga telah memenuhi syarat-syarat sistem perad ilan 

yang efektif dan efi sien yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara bagi 

masyarakat bisnis. 



4.1. KESlMPULAN 

BAB lV 

PENUTUP 

Dari penjelasan di atas mengenai aspek hukum penyclesaian 

sengketa kepailitan di pengadilan niaga menurut Undang-Undang nomer 4 

Tahun 1998 dapat diambil kesimpulan : 

1. Dengan adanya penambahan dan perubahan yang dilakukan dalam 

Undang-Undang Kepailitan maka prosedur sengketa kepai litan di 

Pengadilan Niaga jauh berbeda dengan jalur peradilan yang lambat, 

rna hal dan kurang efekti f seperti pada utnumnya. 

2. Proses penyelesaian sengketa kepailitan melalui Pengadilan Niaga 

merupakan sistem peradilan yang efektif dan efisien, hal ini 

dikarenakan adanya pengintegrasian sistem manajemen ke dalam 

sistem peradilan. 

4.2. SARAN 

Dengan melakukan perubahan dan penambahan ke dalam Undang­

Undang Kepailitan diharapkan sesuai dengan apa yang kita cita­

citakan yaitu sistem peradilan yang cepat, murah, sederhana serta 

terbuka dengan motivasi bukum yang layak, akan tetapi hal ini tidak 

terlepas dari peran para pelaksana di dalam praktek sebab bagaimana 

bagusnya suatu peraturan jika peraturan itu tidak dilaksanakan dengan 
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JIWa yang bersih dan jujur maka sistcm peradilan tctap saJa tidak 

berlaku secara efektif dan e fi sien. 
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